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MOTTO 
 
  اميَِحر ْمُكِب َناَك َهّللا َّنِإ ْمُكَسُفَنأ ْاوُل ُتْق َت َلاَو 
dan janganlah kamu membunuh dirimu,  sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. 
(Q.S An-Nisa’ 4: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ix 
 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
x 
 
  َ  Fathah A A 
  َ   Kasrah I I 
  َ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
xi 
 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xii 
 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحهط Ṭalhah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
xiii 
 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
HENI LATIFAH, NIM: 15.21.31.087, “ANALISIS TINDAK PIDANA 
BOM BUNUH DIRI DALAM UU NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAA TERORISME DAN FATWA 
MUI NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG TERORISME”. Dalam beberapa 
dekade belakangan ini begitu banyak terjadi aksi pengeboman dengan cara aksi 
bom bunuh diri. Aksi teror tersebut dilakukan oleh pelaku yang menjalankan 
aksinya dengan didominasi dari pandangan semangat keagamaan. Agama 
senantiasa dijadikan justifikasi dalam berbagai aksi teror. Dengan kata lain faham 
keagamaan ada dibalik aksi terorisme, secara tidak langsung fundamentalisme 
pelaku umatnya. Karena begitu banyaknya kejadian tindak pidana terorisme 
dengan cara aksi bom bunuh diri yang kerap terjadi di Indonesia dan bahkan dunia 
yang kemudian kejadian ini dituduhkan pada oknum golongan Islam radikal. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 
literer yang banyak menggunakan data kapustakaan. Hal ini lantaran kajian dalam 
penelitian ini membahas tentang bom bunuh diri dalam undang-undang terorisme 
dan Fatwa MUI tentang terorisme, serta persamaan dan perbedaan bom bunuh diri 
dalam undang-undang terorisme dan fatwa MUI tentang terorisme, maka sember 
data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber 
hukum primer, sekunder, dan tersier. Sehingga penelitian dapat memaparkan hasil 
analisis tindak pidana bom bunuh diri. 
Karena penelitian ini sifatnya deskriptif analisis komperatif maka hasil 
penelitiannya berupa persamaan dan perbedaan yang dihasilkan dari kedua sistem 
hukum ini, yaitu undang-undang terorisme dan fatwa MUI tentang terorisme di 
Indonesia dalam mengkaji tindak pidana bom bunuh diri. Persamaan dari kedua 
sistem ini diantaranya adalan perumusan pendefinisiannya serta penentuan batas 
maksimal dan minimal hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. 
Sedangkan perbedaannya terdapat pada sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak 
pidan bom bunuh diri, yaitu dalam undang-undang  jelaskan secara rinci mengenai 
sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme yang terdapat pada Pasal-pasalnya. 
Sementara dalam fatwa MUI sanksi bagi pelaku tindak pidana bom bunuh diri 
yaitu, jenis hukuman maupun besar kecilnya dampak pada publik berbeda. 
 
 
Kata Kunci: Bom bunuh diri dan Terorisme 
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ABSTRACT 
 
 NIM: 15.21.31.087, "ANALYSIS OF CRIMINAL BOMMING 
ACTIONS IN THE NO. 5 of 2018 CONCERNING ERADICATION OF 
CRIMINAL ACTS OF TERRORISM AND FATWA MUI NO. 3 OF 2004 
CONCERNING TERRORISM. " In recent decades so many bombings have taken 
place by means of suicide bombings. The terrorist acts were carried out by 
perpetrators who carried out their actions dominated by the view of religious zeal. 
Religion is always used as a justification in various acts of terror. In other words, 
religious ideology is behind the acts of terrorism, indirectly the fundamentalism of 
the perpetrators of their people. Because so many incidents of criminal acts of 
terrorism by means of suicide bombings that often occur in Indonesia and even 
the world which later this incident is alleged on the elements of radical Islam. 
 In this study the authors used a qualitative literary research method that 
uses a lot of library data. This is because the study in this study discusses the 
suicide bombing in the terrorism law and the MUI Fatwa on terrorism, as well as 
the similarities and differences in suicide bombing in the terrorism law and the 
MUI fatwa on terrorism, then the data in this study uses secondary data which 
consists of primary, secondary and tertiary legal sources. So that research can 
explain the results of the analysis of suicide bombings. 
 Because this research is descriptive in comparative analysis, the research 
results are in the form of similarities and differences resulting from these two 
legal systems, namely the terrorism law and the MUI fatwa on terrorism in 
Indonesia in studying suicide bombing. The similarities between the two systems 
include the formulation of their definitions and the determination of the maximum 
and minimum limits of punishment or sanctions imposed on perpetrators. While 
the difference is in the sanctions or penalties for perpetrators of suicide bombings, 
namely in the law explain in detail the sanctions for the perpetrators of terrorism 
in the articles. While in the MUI fatwa the sanctions for perpetrators of suicide 
bombings namely, the type of punishment and the size of the impact on the public 
is different. 
 
 
 Keywords: suicide bombing and terrorism 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dapat disaksikan, beberapa dekade belakangan ini begitu banyak 
terjadi pengeboman di Indonesia, dan ini kerap tarjadi secara berurutan 
diberbagai wilayah Indonesia khususnya diwilayah yang banyak  turis 
yang sedang  berlibur dan juga wilayah yang rawan dengan konflik agama. 
Tidak sedikit korban yang jatuh akibat pengeboman tersebut. Banyak 
organisasi masyarakat turut angkat bicara mengenai hal tersebut bahkan 
dari pihak kepolisian negara Republik Indonesia bahkan akan memberi 
hadiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan ataupun memberi sedikit 
banyak informasi dimana terdapat sarang teroris itu berada.
1
 
Aksi teror yang dilakukan oleh pelaku yang menjalankannya pada 
dekade belakangan ini banyak didominasi dari pandangan semangat 
keagamaan. Agama senantiasa dijadikan justifikasi dalam berbagai aksi 
teror. Dengan kata lain faham keagamaan ada dibalik aksi terorisme, 
secara tidaak langsung fundamentalisme pelaku umatnya. 
Berbagai kerusuhan, konflik etnis, bahkan peladakan bom yang 
dilakukan anggota yang lebih akrab disebut teroris, melalui peledakan di 
World Trade Center (WTC) Amerika Serikat, September 2001,dan 
beberapa tempat peledakan bom di Indonesia seperti peledakan Atrium 
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Saidurrahman, Fiqih Jihad Dan Terorisme (Prespektif tokoh Ormas islam Sumatra 
Utara), “Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum”, (IAIN Sumatra Utara), Vol 46, No 1, 2012, hlm. 54. 
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Pasar senen (11 Desember 1998), bom malam Natal disejumlah gereja 
(tahun 2000), bom Bali I (12 Oktober 2002), bom Jw. Morrit Kuningan 
Jakarta (5 Agustus 2003), hingga serangkaian peledakan lain yang terkini 
bom Bali II, (1 Oktober 2005). Aksi tersebut kebetulan dilakukan oleh 
orang Islam. Aksi peledakaan bom terus berlanjut hingga 15 April 2011 
oleh Muhammad Syarif yang bom tersebut dipasang di tubuhnya dimasjid 
yang terletak di kompleks Malpolresta Cirebon, Jawa Barat, dan 29 
September 2010 Abu Ali juga meledakkan bom disepedanya yang 
dikendarainya di dekat seorang anggota patroli Kapolres Bekasi. Begitu 
juga ledakan bom yang terjadi di Tamrin 2017 yang diklaim pelakunya 
adalah anggota ISIS.
2
Kemudian aksi tindakan teror tersebut terjadi lagi 
pada 13-14 Mei 2018 di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Dan teror 
tersebut tidak berhenti sampai disitu, kejadian tersebut kembali terjadi 
pada bulan suci ramadhan kemarin sekitar pukul 22.30-2245 WIB, yang 
berlokasi di pos polisi yang berada di Tugu Kartasura, Surakarta, Jawa 
Tengah. Pelaku yang juga menjadi korban aksi teror dalam keadaan kritis, 
karena sejumlah serpihan bahan peledak menempel di beberapa bagian 
tubuhnya.
3
 Dari beberapa peristiwa diatas akan memunculkan klaim bahwa 
fundamentalisme, adalah ideologi yang terkenal dengan kekerasan, 
kekejaman dan kebiadaban tersebut identik dengan Islam. 
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Amir Mahmud, Fenomena Gerakan Jihad, (Surakarta: CV KEKATA GROUP, 2017), 
hlm. 19-20. 
 
 
3
Felek Wahyu, https://www.liputan6.com/news/read/3983042/detik-detik-bom-bunuh-
diri-meledak-di-pospol-kartasura, di akses 20 Juni 2019. 
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Tindakan bom bunuh diri itu umumnya diklaim sebagai tindakan 
terorisme. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 
Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. 
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 pasal 6 yang berbunyi: 
“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat 
massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa 
dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 
kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup 
atau fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”4 
 
Pada prinsipnya pemerintah Indonesia telah membuat undang-
undang yang lengkap yang mengatur tentang tindak pidana terorisme 
untuk mengatasi atau mencegah terjadinya pengeboman yang belakangan 
ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, kelihatanya pemerintah 
maupun aparat penegak hukum sampai saat ini memang masih sulit untuk 
mengusut tuntas dan memberantas tindak pidana terorisme khususnya di 
negara Indonesia. 
Bom bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad telah menodai 
kesucian agama Islam yang menyerukan perdamaian dan mencemarkan 
agama Islam di forum Internasional. Setelah peristiwa 11 September, 
Islam identik dengan kekerasan, radikalisme, fundamentalisme, dan 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme. 
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ekstrimisme. Pelanggaran lainya dalam bom Bali adalah metode Jihad 
dengan menggunakan bom bunuh diri.  Meskipun Imam Samudra alias 
Abdul Aziz menolak penggunaan kata “bunuh diri” tetapi lebih memilih 
istilah ‘amaliyahal-istisyhad (operasi mati syahid). Penggunaan trem 
“operasi mati syahid” ini terkadang dipahami sebagai sinonim jihad, dalam 
prakteknya, terkadang orang yang melakukan operasi bunuh diri 
menganggap dirinya mengamalkan operasi mati syahid yang dasar 
hukumnya masih diperdebatkan dikalangan ulama.
5
 
Menurut fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 hukum melakukan teror 
adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun negara 
sedangkan hukum melakukan jihad adalah wajib.
6
 
Jihad merupakan salah satu ajaran Islam yang paling sering disalah 
pahami, bahkan jihad seringkali disebut sebagai penyebab munculnya aksi 
kekerasan atau teror. Sebagai seorang muslim tentunya kita sangat tidak 
sepakat dan menolak dengan sangat keras jika  jihad dipahami sebagai 
tindakan kekerasan (terorisme). Karena sangatlah jelas garis pemisah 
antara keduanya. Maka sangat disayangkan dan sungguh memprihatinkan 
jika diantara orang-orang yang mencampur adukkan antara makna jihad 
dan teroris tersebut justru datangnya dari kaum muslim itu sendiri. Tidak 
ada satupun ajaran agama yang mendorong dan menganjurkan 
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pengikutnya untuk melakukan kekerasan atau  tindakan teror seperti yang 
di asumsikan kepada Islam selama ini.
7
 
Jihad dalam Islam memilikai landasan yang kuat yakni al-Qur‟an 
dan hadis yang kemudian telah dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. 
Oleh karena itu, jihad di dalam Islam bila dilihat dari sudut pandang 
hukum Islam dan sejarah, maka teori dan aplikasinya akan jauh berbeda 
dengan terorisme. Gerakan terorisme tidak membedakan mana yang hak 
dan mana yang batil. Pelakunya selalu merasa haus dengan kekerasan dan 
darah sehingga bila korban berjatuhan barulah kemudian mereka merasa 
puas, dan tentu perilaku seperti itu di larang keras oleh Islam.
8
 
Al-Qur‟an ketika memaknai jihad (jihad besar) yang dimaksud 
adalah jihad dengan al-Qur‟an, dan bukan dengan jihad kekerasan dan 
peperangan.
9
 Allah berfirmandalam QS Al-Hajj : 78.
10
 
 ْمُكِيَبأ َةَّل ِّم ٍَجرَح ْنِم ِني ِّدلا فِ ْمُكْيَلَع َلَعَج اَمَو ْمُكاَبَتْجا َوُى ِهِداَهِج َّقَح ِوَّللا فِ اوُدِىاَجَو 
 َوُى َميِىَار ْبِإ اُونوُكَتَو ْمُكْيَلَع ًاديِهَش ُلوُسَّرلا َنوُكَِيل اَذَى فَِو ُلْب َق نِم َينمِلْسُمْلا ُمُكاََّسَ
 َلْوَمْلا َمْعَِنف ْمُكَلَْوَم َوُى ِوَّللِاب اوُمِصَتْعاَو َةاَكَّزلا اُوتآَو َةَلَ َّصلا اوُميَِقَأف ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُش َمِْعنَو 
 ُيرِصَّنلا-٨٧- 
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Dzulqarnain M. Sunusi, Antara Jihad dan Rerorisme, (Makasar: Pustaka As-Sunnah, 
2011), hlm. 54. 
 
10
Departemen Agama republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 
Syaamil Quran, 2009), QS Al-Hajj : 78. 
6 
 
 
 
Artinya: 
Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-
benarnya. Dia telah Memilihkamu, dan Dia tidak menjadikan 
kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek 
moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakankamu orang-
orang Muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Quran) 
ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan 
agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka 
laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang 
teguhlah kepada Allah. Dia-lah Pelindungmu; Dia sebaik-baik 
Pelindung dan sebaik-baik penolong. 
 
Di sisi lain bila jihad dimaknai sebagai perang maka merupakan 
objek yang sangat panjang. Namun pada intinya adalah bahwa jihad yang 
berarti perang hanya dapat dilakukan dengan tujuan membela diri 
termasuk membela tanah air dan masyarakat yang teraniyaya.
11
 
Dalam konteks Nusantara, Indonesia adalah negara damai dan bukan 
negara perang.  Oleh karena itu, tindakan teror maupun bom bunuh diri di 
Indonesia, termasuk yang mengatasnamakan agama, dianggap sebagai 
ancaman terhadap keutuhan Indonesia. Maka dari latar belakang masalah 
diatas perlu dibahas lebih lanjut mengenai Analisis Tindak Pidana Bom 
Bunuh Diri Dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme Dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi 
ini adalah: 
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1. Bagaimana tindak pidana bom bunuh diri dalam Undang-undang No. 5 
Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Fatwa 
MUI No. 3 tahun 2004 tentang terorisme? 
2. Apa persamaan dan perbedaan antara tindak pidana Bom bunuh diri 
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan 
tindak pidana terorisme dan Fatwa MUI No. 3 tahun 2004 tentang 
terorisme? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini, adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui tindak pidana bom bunuh diri dalam Undang-
undang No.5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana 
terorisme dan Fatwa MUI No. 3 tahun 2004 tentang terorisme. 
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara tindak pidana bom 
bunuh diri dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Fatwa 
MUI No. 3 tahun 2004 tentang terorisme. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Untuk mengetahui dan memahami tindak pidana bom bunuh diri 
dalam Undang-undang Terorisme (UU NO. 5 Tahun 2018) dan 
Fatwa MUI No. 3 tahun 2004 tentang terorisme. 
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b. Untuk memperkaya hasanah keilmuan hukum pidana Islam dan 
perbandingannya. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan bisa berguna bagi kontribusi dan pengembangan 
pengetahuan ilmu hukum dalam ilmiah ke-Islaman khususnya dalam 
tindak pidana bom bunuh diri dalam UU NO. 5 Tahun 2018 dan Fatwa 
MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang terorisme. 
E. Kerangka Teori 
1. Terorisme 
Walaupun wacana tentang terorisme telah muncul sejak ribuan 
tahun silam dan telah menjadi sejarah dan sebuah legenda dunia, akan 
tetapi hingga kali ini belum ada satupun kesepakatan dari semua pihak 
tentang sebenarnya yang dimaksud dengan terorisme, baik dalam 
hukum Internasional atau berbagai organisasi yang bersekala 
Internasional maupun ragional. Dengan demikian, para pakar politik, 
hukum dan sosiologi mengemukakan rumusan istilah terorisme sesuai 
dengan presepsi dan latar belakang ilmunya. Akibatnya, perbedaan 
presepsi dan visi dalam memandang masalah ini melahirkan 
keragaman terminologi terorisme. Secara operasional terorisme adalah 
setiap tindakan atau ancaman yang dapat menggangu keamanan orang 
9 
 
 
 
banyak jiwa, harta, maupun kemerdekaannya yang dilakukan oleh 
perorangan, kelompok ataupun negara.
12
 
Menurut Budi Hardiman sebagaimana dikutip oleh Budi 
Suhariyanto, menjelaskan bahwa teror adalah fenomena yang cukup 
tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan 
kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut 
adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, 
jauh sebelm hal-hal itu ditemui teror atau terorisme.  Tindakan teror 
bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan 
organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi 
tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang /kelompok 
yang mempunyai keyakinan tertentu.
13
 
Menurut peraturan internasional, terorisme ialah sejumlah 
perbuatan yang dilarang oleh peraturan-peraturan kenegaraan kepada 
kebanyakan negara.
14
 
Dalam kesepakatan bangsa-bangsa Arab menghadapai 
terorisme, dikatakan bahwa “terorisme” adalah setiap perbuatan berupa 
                                                          
12
Kasjim Salenda, Terorisme Dan Jihad Dalam Prespektif Hukum Islam, (Jakarta: Badan 
Litbang dan Diklat Departemen Agama RI,  2009), hlm. 75-83. 
 
13
 Budi Suhariyanto, dkk, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Terorisme, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah 
Agung RI, 2016), hlm. 19.  
 
14
Dzulqarnain M. Sunusi, Antara Jihad dan Rerorisme..., hlm. 125. 
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aksi-aksi kekerasan atau memberi ancaman dengannya, apapun pemicu 
dan maksudnya.  
Selain itu dalam sebuah wawancara mengenai terorisme 
“irha>b” oleh Harian Asy-Syarq Al-Ausath, Prof. Dr. Syaikh Shalih bin 
Ghanim As-Sadlan hafizhahullah menerangkan tentang terorisme 
dengan penjelasan sangat jelas dan terang. Beliau berkata: 
“Bila hendak berbicara tentang irha>b, sudah selayaknya untuk 
meletakkan gambaran tentang makna irha>b, baik irha>b itu secara 
bahasa maupun sesuatu yang dimaksud dengan istilah, yaitu al-Irha>b 
secara bahasa adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan 
kepanikan, ketakutan, membuat gelisah orang-orang yang aman, 
menyebabkan kegoncangan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka, 
dan menghentikan aktivitas mereka serta menimbulkan gangguan 
dalam keamanan, kehidupan, dan interaksi. Adapun makna dalam 
syariat adalah segala sesuatu yang menyebabkan goncangan 
keamanan, pertumpahan darah, kerusakan harta, atau pelampauan 
batas dengan berbagai bentuknya.
15
 
2. Jarima>h yang Berkaitan Tentang Bom Bunuh Diri 
Dalam hukum Islam sendiri makna dari teroris ada beberapa 
bervariasi antara lain al-Irha>b, al-h}ira>bah (perampokan), al bagyu 
(pemberontakan), qoti’u al tariq atau qutt’u al tariq (pembegal), dan al 
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unf (lawan dari kelemah lembutan). Menurut „Abd al-Hay al-Farmawi 
trem-trem yang semakna dengan terorisme disebutkan sebanyak 80 
kali dalam al-Qur‟an. Teori dalam hukum pidana Islam pemidanaan 
suatu tindak kejahatan dapat dikategorikan dalam bentuk  pidana 
h{udu>d, qis{a>s{, diya>t, dan ta’zi>r.16 
Adapun teori hukum Islam tentang terorisme jika di tinjau dari 
jarimah h}ira>bah (Perampokan), menurut pendapat para ulama antara 
lain sebagai berikut: 
a. Imam Al-Nawawi, dalam Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab 
Terhadap orang yang menghunus senjata dan meneror 
(orang) di jalan-jalan kota besar atau di luar kota, maka seorang 
kepala negara (imam) wajib menindaknya, sebab kalau hal ini 
dibiarkan terus menerus pasti akan semakin kuat pergerakan teror 
tersebut dan akan semakin besar kerusakan yang terjadi, berupa 
pembunuhan dan perampasan harta benda.  
b. Al-Syaid Sabiq, dalam Fiqih Al-Sunnah 
H}ira>bah yang juga di sebut dengan qutt’u al-tariq adalah 
sekelompok orang yang menyandang senjata dinegara Islam 
dengan tujuan menciptakan kekacauan, pertumpahan darah, 
perampasan harta, kekayaan, merusak kehormatan, merusak 
tanaman-tanaman, dan membunuh binatang. Semuanya dilakukan 
dengan melanggar agama, akhlak, peraturan, dan hukum. Tidak 
                                                          
16
Kasjim Salenda, Terorisme Dan Jihad Dalam Prespektif..., hlm. 241. 
12 
 
 
 
dibedakan apakah sekelompok orang pengacau ini orang Islam, 
orang kafir zammi, kelompok penentang atau kelompok 
penyerang.  
c. Abdul Qadir Audah 
H}ira>bah ialah perampokan atau pencurian besar, cakupan 
pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti 
majas bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil (harta) 
secara sembunyi-sembunyi sedangkan perampokan pengambilan 
harta dilakukan dengan terang-terangan.  
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa h}ira>bah adalah tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok lain, baik 
dilakukan di dalam rumah maupun diluar rumah, untuk menguasai harta 
orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun 
menakut-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan 
ir’ab dan Al-Ramli menyebutnya dengan Irha>b. Dalam hal ini, pelaku 
menakut-nakuti korban dengan getaran, ancaman, kecaman, dan 
kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan 
meledakkannya termasuk h}ira>bah.17 
Sedangkan dalam teori hukum Islam tindak pidana terorisme jika 
di samakan dengan jarimah al-Baghyu (Pemberontakan), menurut DR. 
Muhammad Sulaim Al-Awa dalam kitab Fi> An-Nizham Al-Jina’i Al-
Islami memberikan komentar tentang tindak pidana berupa Pemberotakan 
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dalam fiqih Islam yang menurutnya bukan tergolong dalam kejahatan h}ad 
(Sanksi yang ditetapkan) sebagai hak Allah yang ditentukan kadarnya 
dengan nash tanpa ada penambahan dan pengurangan. Dalam hal ini tidak 
ada hukuman yang dibatasi kadarnya bagi pelaku pemberontak, berbeda 
dengan h}ad pencurian atau qażāf (menuduh zina). Perbuatan para 
pemberontak dalam fiqih Islam sama dengan kejahatan yang dikenal 
dalam undang-undang kriminal kontemporer, yaitu kejahatan terhadap 
keamanan dalam negeri. Suatu tindak pidana kejahatan yang bertujuan 
melindungi sistem pemerintahan tanpa melihat apakah sistem tersebut adil 
atau zhalim, merealisasikan harapan masyarakat atau tidak, disenangi oleh 
mayoritas maupun dibenci.
18
 
Adapun menurut Abdul Qadir Audah mengemukakan, bahwa al-
baghyu (pemberontakan) dengan mengutip pendapat para ulama mazhab 
antara lain: 
1) Menurut ulama kalangan Malikiyah 
Pemberontakan ialah sikap menolak untuk taat terhadap 
seseorang yang dianggap sah kepemimpinnanya bukan lantaran 
kemaksiatan dengan cara melakukan perlawanan, walaupun dengan 
argumentasi yang kuat (takwi>l). Sikap menantang ini dilakukan karena 
menolak kebenaran yang wajib atas sekelompok orang muslim atau 
kerena   bertujuan untuk mengganti kepemimpinnannya. 
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2) Menurut ulama kalangan Hanafiyah 
Pemberontakan ialah keluar dari kedudukan terhadap penguasa 
yang benar. Sementara itu, pemberontakan ialah orang yang keluar 
dari ketaatan terhadap penguasa yang sah dengan jalan tidak benar. 
3) Menurut ulama kalangan Syafi‟iyah, Imam Ramli  
Pemberontak ialah orang-orang Islam yang membangkang 
terhadap penguasa dengan cara keluar dan meninggalkan ketundukan 
atau menolak kebenaran yang dilanjutkan kepada mereka, dengan 
syarat adanya kekuatan serta adanya tokoh yang diikuti di kalangan 
mereka. 
4) Menurut ulama kalangan Hanabilah 
Pemberontakan ialah kelompok orang yang keluar dari 
ketundukan terhadap penguasa, walaupun penguasa itu tidak adil 
dengan adanya alasan yang kuat. Kelompok ini memiliki kekuatan, 
walaupun didalamnya tidak dapat tokoh yang ditaati. 
Keempat definisi al-baghyu di atas jika dicermati, tampak 
berlainan antara satu dan yang lain. Hal ini karena para ulama dalam 
merumuskan definisi didasarkan pada syarat yang harus dipenuhi dan 
tidak bertolak dari rukun pokok tindak pidana tersebut. Dalam 
mendefinisikan suatu konsep, ulama fiqih berusaha untuk memasukkan 
15 
 
 
 
rukun dan syarat konsep dimaksud, sehingga definisi yang mereka 
kemukakan bersifat tuntas dan utuh.
19
 
F. Tinjauan Pustaka 
Pembahasan mengenai Analisis Tindak Pidana Bom Bunuh Diri 
Dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme DanFatwa MUI No. 3 
Tahun 2004 Tentang Terorisme adalah termasuk masalah yang faktual 
maka sedikit sulit untuk menemukan karya-karya ulama maupun para 
sarjana hukum Islam yang mengulas secara gamblang dan jelas mengenai 
tindak pidana tersebut. Maka dari itu untuk mengetahui penjelasan 
mengenai hal tersebut sangatlah penting untuk mengkaji pemikiran dan 
penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang permasalahan yang sama, 
diantaranya sebagai berikut:  
Pertama, Skripsi Muhammad Yumroni,
20
 Tahun 2009, Jurusan 
Syariah Universitas Islam Negeri Jogjakarta, dengan judul “Bom Bunuh 
Diri Dalam Prespektif Hukum Islam (Rekontruksi Pemikiran Asy-Syafi’i 
dan Ibn Taimiyah Tentang Jihad Fisabilillah”. Adapun hasil penelitian 
dalam penjelasan skripsi ini  bahwa, menurut Ibn Taimiyah dan asy-syafi‟i 
adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang 
dicintai Allah dan menolak semua yang dibenci Allah. Bagi Ibn Taimiyah, 
jihad pada hakikatnya adalah meraih apa yang dicintai Allah berupa iman 
                                                          
19
Nurul Irfan dan Masrofah, Fiqih Jinayah..., hlm. 59-61. 
 
20Muhammad Yumroni, “Bom Bunuh Diri Dalam Prespektif Hukum Islam Rekontruksi 
Pemikiran Asy-Syafi‟i Dan Ibn Taimiyah Tentang Jihad Fisabilillah” Skripsi, tidak diterbitkan, 
program sarjana UIN Jogjakarta, 2009, hlm. 105. 
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dan amal shalih, dan menolak apa yang dibenci Allah berupa kekufuran, 
dan maksiat. Adapun hukum jihad menurut Ibn Taimiyah dan asy-Syafi‟i 
adalah fardu kifayah. Terakhir, jihad juga bisa dilakukan dengan hati, 
sebuah perjuangan seseorang untuk melawan kelemahan dan kejahatan 
batinnya sendiri. Jihad dengan hati adalah perjuangan spiritual dan moral 
dalam diri sendiri dan akan menyampaikan kejayaan manusia atas hawa 
nafsunya. Adapun perbedaan pada penelitianini dengan penelitian 
terdahulu yaitu, bahwa penelitin diatas hanya fokus kepada hukum Islam  
rekontruksi pemikiran Asy-Syafi‟i dan Ibn Taimiyah tentang jihad 
fisabilillah sedangkan penelitian ini akan menganalisis serta 
membandingkan bom bunuh diri perspektif undang-undang nomor 5 tahun 
2018 tentang terorisme dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang 
Terorisme. 
Kedua, Skripsi Fauziah Ratnasari,
21
 Tahun 2017, Jurusan Syariah 
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul “Sanksi 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme ditinjau Dari Prespektif Fiqih 
Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003”. Dalam skripsi ini 
membahas tentang tindak pidanaa terorisme di Indonesia termaasuk ke 
dalam sanksi pidana. Faktor-faktor penyebab teroris di Indonesia adalah 
faktor ekonomi, sosiologi, ideologi, pendidikan, polotik, dan psikologi. 
Aturan hukum mengenai tindak pidana terorisme di Indonesia yaitu: 
                                                          
21
Fauziah Ratnasari, Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau 
Prespektif Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003” ,Skripsi, tidak diterbitkan, 
program sarjana UIN Palembang, 2017. 
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a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme. 
b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International 
Convention for Supresion of The Financing of Terrorisme. 
c. Perpres No. 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangn 
Terorisme. 
Sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam fiqh jina>yah 
yaitu di samakan dengan sanksi jari>mah ḥira>bah yang dasar hukumnya di 
dalam Q.S Al-Maidah Ayat 33. Sedangkan dalam hukum positif sanksi 
tindak pidana terorisme berdasarkan Bab III pasal 6 Undang-Undang No. 
15 Tahun 2003. Perbedaan dengan penulis bahwa penulis akan meneliti 
tentang tindak pidana bom bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad 
prespektif  Udang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang terorisme dan Fatwa 
MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme, sedangkan pada penelitian 
diatas hanya memfokuskan pada sanksi tindak pidana terorisme serta 
penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. 
Ketiga, Skripsi Muhammad Al Amin,
22
 Tahun 2018, Jurusan Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta , dengan judul “Studi Komperatif 
Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia”.  
Dalam skripsi ini membahas tentang hukum pidana Islam dan hukum 
pidana positif serta persamaan dan perbedaan tindak pidana terorisme 
                                                          
22
Muhammad Al Amin, Studi komperatif mengenai tindak Pidana Terorisme Perspektif 
Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Di Indonesia” ,Skripsi, tidak diterbitkan, program sarjana 
IAIN Surakarta, 2018. 
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dalam perspektif. Ketentuan terorisme diatur dalam Undang-undang No. 5 
Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu 
perbuatan melawan hukum yang esensinya adalah dilakukan melalui 
tindakan kekerasan dan ancaman, merusak objek dan fasilitas umum, 
merampas harta dan kemerdekaan, mehilangkan nyawa, sehingga 
menimbulkan korban masal kepada seluruh khalayak masyarakat luas dan 
memiliki tujuan untuk menghancurkan kedaulatan bangsa secara 
sistematis dan terencana. Sedangkan perbedaan yang mencolok dari kedua 
sistem hukum ini terlihat dari Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang 
Pemberantasan Tindak pidana terorisme yang menyatakan bahwa tindak 
pidana terorisme tidak boleh dianggap sebagai tindak pidana sesuai isi dari 
pasal 6 dalam undang-undang tersebut. Adapun perbedaan dengan penulis 
bahwa penulis akan meneliti tentang tindak pidana bom bunuh diri dalam  
Udang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang terorisme dan Fatwa MUI No. 3 
Tahun 2004 Tentang Terorisme, sedangkan pada penelitian diatas hanya 
memfokuskan pada pandangan hukum pidana Islam dan hukum Positif 
Indonesia serta perbedaan persamaan tindak pidana terorisme. 
Keempat, Ahmad Mukri Aji,
23
 Tahun 2013, Jurnal Cita Hukum, 
Volume 1 No. 1, dengan judul “Pemberantasan Tindak Pidanaa 
Terorisme Di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-undang No. 15 dan 
16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum”), dalam pembahasan ini 
                                                          
23Ahmad Mukri Aji, “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Analisis 
Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum”, Jurnal Cita Hukum, (UIN 
Jakarta),Vol. 1 Nomor 1, 2013, hlm. 
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terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga 
masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik 
Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 
wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia. Hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana 
terorisme sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 dan 16 
Tahun 2003, antara lain dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan 
kriminalisasi tersebut diformulasikan dalam kelompok Tindak Pidana 
Terorisme dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana 
Terorisme. Dalam penerapannya ternyata Undang-Undang tersebut masih 
mengalami hambatan dan kekurangan-kekurangan sehingga perlu 
dilakukan perubahan-perubahan untuk masa yang akan datang. 
Perbedaannya dengan penulis yang akan diteliti, yaitu penelitian diatas 
menganalisis Undang-undang No. 15 dan 16 Tahun 2003 sebelum direvisi 
sedangkan penelitian ini akan menganalisis Undang-undang No. 5 Tahun 
2018 tentang terorisme dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang 
Terorisme. 
Kelima, Adynata,
24
 Tahun 2013, Jurnal Ushuluddin, Volume 20 
No. 2, dengan judul “Jihad Bom Bunuh Diri Menurut Nabi Saw.”. dalam 
penelitian ini dijelaskan bahwa: Bom bunuh diri yang dilakukan ditengan 
keramaian orang kafir dalam situasi damai tidaklah merupakan bom jihad, 
tetapi hanya tindakan keputusan dan haram dilakukan. Bom bunuh diri 
                                                          
24Adynata,  “Jihad Bunuh Diri Menurut Hadis Nabi Saw.”, Jurnal Ushuluddin, (UIN 
Riau), Vol. 20 No. 2, 2013, hlm 209. 
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yang dilakukan dalam kondisi perang, dibawah perintah dan komando 
perang. Dilakukan dalam keadaan darurat serta akan menggentarkan dan 
merugukan musuh termasuk jihad. Ada perbedaan yang jelas antara aksi 
bom manusia dan tindakan bunuh diri, baik dari segi motivasi, akibat di 
akhirat, dan dampaknya di dunia. Namun demikian, aksi bom manusia 
bisa saja tergolong bunuh diri niatnya memang untuk bunuh diri bukan 
untuk menegakkan kalimat Allah. Adapun perbedaaan dari penelitian 
diatas, yaitu penelitian diatas hanya fokus membahas mengenai jihad bom 
bunuh diri sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang tindak 
pidana bom bunuh diri prespektif Undang-undang No. 5 Tahun 2018 
tentang terorisme danFatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian   
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur 
kepustakaan atau bisa disebut dengan penelitian diskriptif karena 
didalam penjelasan menggunakan metode yuridis normatif yang 
bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu prodak hukum 
Islam dan hukum positif.
25
 Adapun secara spesifik, maka penelitian ini 
akan membahas tentang Analisis Tindak Pidana Bom Bunuh Diri 
Dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme Dan Fatwa MUI No. 
                                                          
25
M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2003), hlm. 111. 
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3 Tahun 2004 Tentang Terorisme. Untuk mendapatkan hal tersebut 
maka dilakukan penelaahan kapustakaan yang relevan dan 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber data sekunder, yang terdiri dari: 
a. Bahan hukum Primer   
Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat yang terdiri atas terdiri atas Undang-undang dan Fatwa,
26
 
yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 
menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya dan bahan 
tersebut berupa  UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan 
Pindak Pidana Terorisme sedangkan  hukum Islam menggunakan 
Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme. Bahan tersebut 
tidak hanya dari UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan 
Pindak Pidana Terorisme dan hukum Islamnya saja melainkan juga 
menelaah dari materi muatannya yang ada didalam bahan-bahan 
tersebut. 
b. Bahan hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-
buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum,  jurnal 
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Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23. 
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ilmu hukum yang membahas permasalahan yang menjadi rumusan 
masalah dalam penelitian ini.
27
 
c. Bahan hukum Tersier 
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk 
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 
kamus dan ensiklopedia.
28
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui 
dokumentasi dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi. Menurut M. 
Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” 
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan 
adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan 
terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-
laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
29
 
Sehingga teknik ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan 
informasi atau data penelitian dengan melihat UU No. 5 Tahun 2018 
Tentang Pemberantasan Pindak Pidana Terorisme Dan Fatwa MUI No. 
3 Tahun 2004 Tentang Terorisme. 
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Ibid., hlm. 23. 
 
28
Ibid.,  
 
29
M. Nazir, Metode Penelitian..., hlm. 27. 
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4. Teknik Analisis Data 
Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis 
dalam penelitian dimana analisis data adalah suatu proses mengolah 
data menjadikan suatu pola dalam kalimat yang sistematis, logis dan 
mudah dipahami dalam hasil analisa. Metode analisis dalam penelitian 
ini menggunakan analisis data kualitatif  yang diuraikan secara 
deskriptif, dengan beberapa pendekatan yang mempunyai tujuan guna 
menganalisis terkait tentang pembahasan.
30
 
Metode analisis dalam penelitian ini yaitu studi komperatif  dengan 
menggunakan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme Dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang 
Terorisme, selain itu juga pendekatan hukum dalam menganalisis data, 
pendekatan ini digunakan baik dari segi Fatwa MUI maupun 
perundang-undangan nomor No. 5 Tahun 2018. Dalam pendekatan ini 
dimaksudkan untuk mengetahui tindak pidana bom bunuh diri 
termasuk dalam tindak pidana terorisme serta mengetahui persamaan 
maupun perbedaan tindak pidana bom bunuh diri dalam Undang-
undang dan Fatwa. 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, untuk dapat memberikan gambaran secara 
jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka 
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Lexy J. Moleong., “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT REMAJA 
ROSDAKARYA, 2013), hlm. 280. 
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penulis akan memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun 
sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab Pertama pendahuluan, pada bab ini penulis akan memberikan 
gambaran secara umum maupun menyeluruh tentang pokok permasalahan 
yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, dalam bab ini membicarakan serangkaian teori-teori 
yang merupakan tinjauan umum bom bunuh diri dalam hukum positif 
dankonsep bom bunuh diri dalam hukum Islam, seperti pengertian bunuh 
diri, pengertian terorisme (irha>b) dan jihad, serta bentuk-bentuk terorisme, 
dan jenis terorisme (irha>b). 
Bab ketiga, dalam bab ini akan membahas tentang pengertian  tindak 
pidana, terorismedalam UU No. 5 Tahun 2018 dan terorisme dalam  Fatwa 
MUI No. 3 Tahun 2004. 
Bab keempat, yaitu bagian inti dari keseluruhan dari penelitian ini 
yaitu bagian hasil analisis dan pembahasan, yang terdiri dari pembahasan 
mengenai bagaimana tindak pidana bom bunuh diri dalam Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme dan Fatwa MUI No. 3 tahun 2004 
tentang terorisme dan bagaimana persamaan dan perbedaan bom bunuh 
diri dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme dan 
Fatwa MUI No. 3 tahun 2004 tentang terorisme. 
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Bab kelima atau bagian terakhir, yaitu berisi tentang kesimpulan dan 
saran dari hasil penelitian terhadap latar belakang bagaimana perumusan 
Analisis Tindak Pidana Bom Bunuh Diri Dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2018 pentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Fatwa 
MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM BOM BUNUH DIRI DAN TERORISME DALAM 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Tinjauan Menurut Hukum Positif 
1. Bunuh diri  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata  bunuh/ bu·nuh/ 
membunuh/ mem·bu·nuh/ menghilangkan (menghabisi: mencabut) 
nyawa: mematikan/ menghapus (tulisan): memadamkan (api dan 
sebagainya): menutup (yang bocor, pancuran, dan sebagainya), diri 
(bunuh diri) sengaja mematikan diri sendiri.
1
 
Bunuh diri adalah tindakan yang dapat menyebabkan kematian, 
disengaja, dilakukan oleh dirinya sendiri dan pelaku menganggap 
tindakannya sebagai jalan yang terbaik untuk menyelesaikan 
masalahnya. Bunuh diri merupakan tindakan yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok tertentu untuk mengakhiri hidupnya.
2
 
Bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tidak 
mengenal jenis kelamin, usia, asal-usul daerah, dan latar belakang 
keluarga. Tindakan bunuh diri yang dilakukan dapat dijumpai pada 
laki-laki atau perempuan, tidak mengenal usia baik kecil atau yang 
                                                          
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/bunuh , di akses 17 Mei 2019. 
 
2
Alfan Biroli, Bunuh Diri dalam Perspektif Sosiologi, “Jurnal Simulacra”, (Program Studi 
Sosiologi, FISIP, Unuversitas Tarunajoyo Madura), Vol 1, Nomor 1, 2018. hlm 215. 
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sudah dewasa. Selain itu daerah dimana ia tinggal juga bisa berasal 
dari daerah mana saja. Sedangkan orang yang mempunyai latar 
belakang status sosial miskin atau kaya juga dapat dijumpai 
bahwasannya seseorang tersebut dapat melakukan aksi bunuh diri. Hal 
tersebut menggambarkan bahwa yang sangat menentukan pada 
tingkatan bunuh diri adalah integrasi sosial dan norma yang berlaku 
dalam masyarakat.
3
 
Dalam pemikiran Emile Durkheim mengenai fakta sosial, ia 
telah mengkategorikan ada empat jenis bunuh diri, pemikiran 
mengennai bunuh diri ini sering juga dianggap sebagai teori bunuh 
diri:
4
 
a. Egoistic Suicide (Bunuh diri yang egois), bunuh diri jenis ini 
terjadi diakibatkan individu tidak bisa berinteraksi dengan unit 
sosial yang luas (masyarakat), lemahnya integrasi dengan 
masyarakat menimbulkan perasaan bahwa individu bukan bagian 
masyarakat, perasaan kecewa dan depresi yang memuncak dapat 
menyebabkan individu mempunyai ketidak bermaknaan hidup.  
Bunuh diri ini dikatakan egoistis karena terlalu individualis 
padahal mungkin permasalahan tersebut bisa diselesaikan bila ada 
peran serta orang lain yang ingin membantunya.  
                                                          
3
Ibid 
. 
4
Soetji Andari, Fenomena Bunuh Diri Gunung Kidul (The Suicide Phenomenon The 
Gunung Kidul Regency), “Jurnal Sosio konsepsia” (Balai Besar Penelitian, pengembangan dan 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Vol 1, Nomor 1, hlm. 94-95. 
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b. Altruism Suicide (Bunuh diri alturistis), bunuh diri ini terjadi 
diakibatkan integrasi sosial sangat kuat atau bisa dikatakan 
individu terpaksa bunuh diri / menjadi martir dikarenakan sudah 
meyakini bahwa perbuatannya akan berguna bagi kelompoknya 
maupun pengikutnya. Biasanya individu yang melakukan ini 
sebelumnya sudah diberikan pengaruh eksternal (doktrin) terlebih 
dahulu oleh para atasannya. 
c. Anomie Suicide (Bunuh diri anomik), bunuh diri ini terjadi 
diakibatkan karena regulasi masyarakat terganggu atau ketika 
individu terlepas dari aturan atau kekangan eksternal yang selama 
ini individu tersebut sudah merasa nyaman dengan keadaannya. 
d. Fatalistic Suicide (Bunuh diri fatalistis), bunuh diri ini terjadi 
diakibatkan regulasi yang telalu mengikat, individu dalam kasus ini 
pada awalnya tidak menginginkan bunuh diri namun diakibatkan 
suatu tekanan sehingga terpaksa melakukannya. Sekilas hampir 
sama dengan bunuh diri anomik namun yang membedakan adalah 
dalam hal ini status individu sebelum bunuh diri, jika anomik 
sudah lepas / tercerabut maka fatalistis masih melekat status 
individunya sebelum bunuh diri.  
Dapat disimpulkan bahwa, dalam teori Emile Durkheim yang 
sudah dijelaskan diatas mengenai bunuh diri (Suicide) yang termasuk 
dalam tindak pidana bom bunuh diri yaitu terdapat pada teori Altruism 
Suicide (Bunuh diri alturistis), yaitu seseorang yang mempunyai jiwa 
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solidaritas dari manusianya sangat tinggi, sehingga aturan-aturan yang 
di ciptakan dalam kelompoknya akan diikuti. Biasanya individu yang 
melakukan ini sebelumnya sudah diberikan pengaruh eksternal 
(doktrin) terlebih dahulu oleh para atasannya.  
Seperti fenomena bom bunuh diri yang akhir-akhir ini marak 
terjadi. Bom bunuh diri dilakukan dari sekelompok anggota oknum 
yang sudah mempunyai paham radikal. Demi kepentingan kelompok 
maka walaupun dirinya meninggal dunia tetap dilakukan. Ideologi 
dalam dirinya sudah terdoktrin untuk ikut dan mengembangkan ajaran 
yang dijalankannya. Bom bunuh diri sering terjadi dimana-mana, 
membuat masyarakat semakin resah dan panik. Tujuan yang dilakukan 
dari pelaku bom bunuh diri adalah mempunyai visi dan misi dari 
kelompoknya. Kelompok tersebut sangat bertentangan dengan ajaran 
nasionalisme yang ada di bangsa ini. 
2. Terorisme 
a. Pengertian Terorisme 
Secara etimologi perkataan teror berasal dari bahasa latin 
terrere yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan 
to fright, yang dalam bahasa Indonesia berarti menakutkan atau 
mengerikan. Rumusan terorisme secara terminologis, sampai saat 
ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang 
30 
 
 
merumuskan dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-
undangan.
5
 
Dalam hukum pidana sendiri, terorisme sering 
dikelompokkan bersama-sama dengan fenomena kriminalitas 
seperti tindak pidana perampokan. Namun terorisme memiliki 
banyak aspek dan berbeda dalam banyak hal dari bentuk 
kriminalitas biasa. Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang 
terorganisir, perlu dukungan finansial dan membutuhkan akses 
senjata dan bahan peledak. Terorisme juga hanya dapat 
dipertahankan dengan dukungan politik tertentu. Dengan 
karatristik yang demikian itu sehingga banyak kesulitan dalam 
mendefinisikan terorisme.
6
 
Menurut Brian Jenkin terorisme adalah a strategy of 
violence designed to promote desired outcomes by instilling fear in 
the public at laege. The us or threaten use of forcr designed to 
bring aout political change. (sesuatu strategi kekerasan yang 
dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan 
cara menanamkan ketakutan dikalangan masyarakat umum. 
                                                          
5
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6
Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 57. 
31 
 
 
Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan, yang bertujuan 
untuk mencapai terjadinya perubahan pilotik).
7
 
Sedangkan menurut, Petrus Reinhard Golose terorisme 
adalah setiap tindakan melawan hukum dengan cara menebarkan 
teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara 
kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan 
akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam aktu 
berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan 
yang luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
8
 
Kesulitan yang dihadapi dalam mendefinisikan terorisme 
adalah berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat 
tertentu terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, 
pada waktu lain terorisme dilakukan oleh kelompok non negara, 
atau oleh kedua-duanya.
9
 
Mengingat sulitnya mendifinisikan terorisme dalam 
konteks hubungan internasional, maka kegiatan terorisme hanya 
                                                          
7
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8
Ibid., hlm. 15. 
 
9
 Budi Suhariyanto, dkk, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme, 
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dapat didekati dari kesepakatan atas beberapa ciri-ciri umatnya. 
Adapun ciri utama dari terorisme dalam sejumlah kategori.
10
 
1. Pertama, penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan 
dengan tujuan tertentu secara sistematis, atau tindakan 
perorangan maupun kampanye kekerasan yang dirancang untuk 
menciptakan ketakutan. 
2. Kedua, menggunakan ancaman kekerasan atau melakukan 
kekerasan tanpa pandang bulu, baik terhadap musuh atau 
sekutu, untuk mencapai tujuan-tujuan politik. 
3. Ketiga, sengaja bertujuan menciptakan dampak psikologis atau 
psikis terhadap kelompok masyarakat atau korban tertentu 
dalam rangka mengubah sikap dan perilaku politik sesuai 
dengan maksud dan tujuan pelaku teror.
11
 
Meskipun sampai saat ini belum ada titik temu dalam 
pendefinisian terorisme, namun dalam hubungan internasional 
telah dikembangkan kerjasama bilateral maupun multilateral untuk 
menanggulangi masalah terorisme. Definisi terorisme sendiri pada 
akhirnya diserahkan kepada masing-masing negara, untuk 
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merumuskan pengertian terorisme sesuai dengan yurisdiksi hukum 
domestiknya.
12
 
b. Bentuk Terorisme 
Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami 
perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. 
Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan 
ketakuatan juga semakin canggih seiring dengan keinginan 
teknologi moderen. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan 
teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang 
luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah 
mencapai tujuannya. Dalam konteks ini mengakibatkan bentuk-
bentuk kejahatan terorisme semakin banyak dan kompleks.
13
 
Kejadian-kejadian dan aksi-aksi terorisme yang tengah 
menimpa manusia sangatlah banyak dan beraneka ragam, sesuai 
dengan kondisi dan keadaan yang diharapkan oleh para pelakunya 
guna meraih sasaran dan target mereka. Namun, menurut catatan 
sejarah dan berbagai kejadian yang melanda umat saat ini, seluruh 
kejadian dan aksi tersebut tidaklah keluar dari dua perkara: 
1. Pertama, terorisme fisik, yaitu peristiwa-peristiwa yang 
sekarang menjadi puncak sorotan perhatian manusia seperti 
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peledakan, pengeboman, penculikan, aksi bom bunuh diri, 
pembajakan. 
2. Kedua, terorisme ideologi (pemikiran/pemahaman). Terorisme 
jenis ini jauh lebih berbahaya daripada terorisme fisik, sebab 
seluruh bentuk terorisme fisik yang terjadi bersumber dari 
dorongan ideologi para pelakunya, baik dari kalangan orang-
orang kafir yang merupakan sember terorisme di muka bumi 
ini maupun dari kalangan kaum muslimin yang pemikirannya 
telah menyimpang dari jalan Islam yang benar.
14
 
Oleh karena itu, perang terhadap terorisme harus 
ditegakkan melalui dua perkara: 
a. Perang secara fisik, tentunya hal ini adalah tugas pihak 
yang berwenang. Selain itu, merupakan keajiban atas kaum 
muslimin yang mengetahui keberadaan para teroris tersebut 
untuk kerjasama dengan pihak yang berwenang dalam 
rangka tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, 
serta sebagai upaya untuk menjaga keamanan manusia. 
b. Perang secara ideologi, yaitu dalam menjelaskan segala 
pemikiran menyimpang dari tuntunan yang benar. Sebab 
ideologi-ideologi tersebut merupakan cikal bakal 
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kemunculan teror fisik dan apabila tidak diberantas, akan 
senantiasa menjadi ancaman serius pada masa mendatang.
15
 
c. Jenis Terorisme 
Tindak kekerasan yang bersifat laten (tersembunyi), bisa 
muncul kapan dan dimanapun, sebab-sebab dan motif terorisme 
memang sulit untuk diketahui secara pasti. Masing-masing 
kelompok terorisme nampaknya memiliki alasan dan latar 
belakang berbeda dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu, 
dalam realitanya sebab dan motif aksi terorisme bersifat akuistik, 
tergantung dari kelompok teroris yang akan melakukan aksinya 
tersebut.Adapun cara untuk mengetahuisebab dan motif terorisme, 
secara teoritik bisa berdasarkan dari berbagai kasus yang ada, 
sekurang-kurangnya terorisme bisa dibedakan menjadi tiga jenis 
tipologi:
16
 
1. Terorisme Politik, adalah jenis terorisme yang dimotivasi oleh 
kepentingan-kepentingan polotik dibelakangnya. Sementara 
adanya kepentingan-kepentingan tersebut, seringkali 
melahirkan penghalalan segala cara, guna mencapai 
kepentingannya. Oleh karena itu dalam teoritisasi idealisme , 
aktivitas politik seringkali dianggap sebagai aktivitas yang 
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hadir dalam kerangka-kerangka nilai, baik moral maupun 
agama yang telah disepakati oleh masyarakat. 
2. Terorisme Agama, terorisme jenis ini yang memang dilahirkan 
atau dikerangkai dari dan oleh semangat keagamaan tertentu, 
serta dilakukan olek kelompok-kelompok agama tertentu. 
Mengungkap agama sebagai tipologi terorisme, berarti 
menganggap agama tidak hanya sekedar sebagai faktor implisit 
yang pasif, akan tetapi sebagai pemeran utama faktor eksplisit 
dari lahirnya berbagai drama teror yang ada. 
3. Terorisme Kriminal, adalah jenis terorisme yang dilatar 
belakangi motif kepentingan untuk mendapatkan meterial. 
Terorisme dalam motif ini, banyak terjadi di negara-negara, 
yang tingkat kesenjangan ekoniminya tinggi. Dalam kondisi 
dan situasi seperti inilah, perilaku teror menjadi perilaku yang 
dilakukan oleh masyarakat baha guna mendapatkan material-
material untuk mencukupi hidupnya.
17
 
Adapun sebab atau motif dari terorisme tersebut karena 
adanya gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan 
yang muncul begitu saja akan tetapi memiliki latar belakang yang 
sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan 
radikalisme seperti: 
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1. Faktor sosial politik 
Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial 
politik dari pada gejala keagamaan. 
2. Faktor emosi keagamaan 
Harus diakuai bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme 
adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk didalamnya 
adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh 
kekuatan tertentu. 
3. Faktor kebijakan pemerintah 
Ketidak mampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk 
bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan 
kemarahan sebagai umat Islam disebabkan dominasi ideologi, 
militer maupun ekonomi dari negara-negara besar.
18
 
B. Konsep Bom Bunuh Diri Dalam Hukum Islam 
1. Bunuh Diri 
Tindakan bunuh diri yang salah satunya dengan cara praktik 
bom bunuh diri atau bisa disebut praktik syahid itu sangat keliru, 
karena bila di cermati mentalitas orang yang mati syahid dengan 
mentalitas orang yang mati bunuh diri itu berbeda antara keduanya. 
Orang yang bunuh diri adalah akibat dari kegagalan dirinya dalam 
transaksi, cinta, ujian, atau hal-hal lainya. Ia tidak berdaya dalam 
menghadapi kenyataan, lalu memutuskan untuk lari dari kehidupan 
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dengan menjemput kematian. Sementara itu, syahid sama sekali tidak 
memendang kepentingan dirinya sendiri. Orang yang melakukan 
praktik syahid rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang 
besar. Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, ia memandang remeh 
segala pengorbanan. Ia rela menjual dirinya kepada Allah untuk 
membeli surga. 
Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2:207.
19
 
 ءاَغِْتبا ُوَسْف َن ِيرْشَي نَم ِساَّنلا َنِمَو ِداَبِعْلِاب ٌفوُؤَر ُوّللاَو ِوّللا ِتاَضْرَم-٧ٓ٢ - 
Artinya: 
 
Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya 
untuk mencari keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun 
kepadahamba-hamba-Nya. 
 
 
Sedangkan bunuh diri atau menghilangkan nyawa diri 
sendiri dalam Islam merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh 
Allah dan mendapat dosa besar, hal in dijelaskandalam Al-Quran 
maupun Hadist. 
 ًافَسَأِثيِدَْلْااََذِبِاوُنِمْؤ ُيْمَّلنِإِْهِرَاثآىَلَعَكَسْف َّ نٌعِخاَبَكَّلَعَل َف-٦ - 
Artinya: 
Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan 
dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, 
sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (al-
Quran). (QS. Al-Khaf: 6).
20
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،ِسْفَّ نلا ُلْت َقَو ،ِنْيَدِلاَولا ُقوُقُعَو ،ِوَّللِاب ُكَارْشِلإا :ُِرئاَبَكلا  ُسوُمَغلا ُينِمَيلاَو  
 
Artinya 
 
(Di antara) dosa-dosaadalah: Berbuat syirik terhadap Allah, 
durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh diri, dan 
sumpah palsu. (HR Al Bukhari 6675).
21
 
 
Di dalam ajaran Islam, larangan bunuh diri itu berdasarkan 
alasan bahwa hidup dan mati adalah milik prerogatif (hak mutlak) 
Allah. Manusia di dalam hal ini tidak boleh turut campur. Allah sendiri 
yang menetukan kapan seseorang itu harus memulai hidupnya dan 
kapan pula seseorang itu harus mengakhiri kehidupannya. Orang yang 
membunuh dirinya sendiri dipandang turut campur dalam urusan 
Allah. Bahkan karena perbuatannya itu ia telah berarti mensejajarkan 
dirinya dengan orang musyrik. Dalam hal ini ketika ia melaksanakan 
bunuh diri telah tiada iman di dalam hatinya.
22
 
Bunuh diri adalah mematikan diri sendiri, sedangkan bom 
bunuh diri yaitu seseorang yang bunuh diri menggunakan alat peledak 
dalam rangka memenuhi ambisinya. Biasanya bom bunuh diri 
dilakukan pada situasi perang yang sudah tidak menemukan jalan lagi, 
dalam arti jalan buntu untuk dapat mengalahkan musuhnya. Bom 
adalah alat yang menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi 
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secara besar dan cepat. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan 
kehancuran dan kerusakan terhadap benda mati dan benda hidup di 
sekitarnya. Dalam bahasa arab, bom bunuh diri disebut intihaar, yang 
berasal dari kata kerja nahara yang berarti menyembelih (dzabaha) dan 
membunuh (qatala). Artinya seseorang menyembelih dan membunuh 
dirinya sendiri.
23
 
Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan 
membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh 
diri sendiri, kareana umat merupakan satu kesatuan. Adapun dasar 
hukum larangan bunuh diri terdapat dalam al-quran maupun hadis. 
 ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ ْاوُلُكَْأت َلا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ٍضَار َت نَع ًَةراَِتِ َنوُكَت نَأ َّلاِإ ِلِطاَبْلِاب
 ًاميِحَر ْمُكِب َناَك َوّللا َّنِإ ْمُكَسُفَنأ ْاوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكن ِّم-٧٢- 
 Artinya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,  sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa‟ 4: 29).24 
 
 َت َق نّم : للها لوسر لاق : لاق ُونع للها يضر ة ري رُى بِأ نَع ُوَسَن َل ِةَدْي ِدَبِ؛  ِدَحَف
 َو َت َي ,ِهِدَي فِ ُُوتَدْي َخ ,َمَّنَهَج ِرَان فِ ِوَنْطَب فِ َاِبِ ُأ َّج َادِل ا  َادَّلَُمُ  اَهيِف َاَدَبأ ْنَمَو ,  َبِرَش
 ,اَُّسُ ِرَان فِ ُهاًسَحَت َي َوُه َف؛ُوَسْف َن َلَتَق َف َمَّنَهَجاََدَبأ اَهيِف اَدَلَُمُ اَدِل اَخ , ْنِم ىًدَر َن ْبِمَو ,
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ىَّدَر َت َي َوَه َف ؛ُوَسْف َن َلَتَق َف ,َلَبَج ِرَان فِ ىى َمَّنَهَج , اَدِل اَخ َادَّلَُمُ  َاَدَبأ اَهيِف  وج رخآ(
:يراخبلا8775) 
 
Artinya: 
 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. 
bersabda, “ Barang siapa bunuh diri dengan senjata tajam, kelak 
dia berada di neraka jahanam selama-lamanya dengan memegang 
senjata tajam tersebut sambil dia tusukkan keperutnya. Barang 
siapa bunuh diri dengan minum racun, kelak dia berada di neraka 
jahanam selama-lamanya dengan merasakan racun tersebut. 
Barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri sendiri dari 
gunung, kelak dia berada di neraka jahanam selama-laamanya 
dengan menjatuhkan dirinya”. (HR. Al Bukhari 5778).25 
 
 
Diingatkan bahwa hidup dan mati adalah di tangan tuhan yang ia 
ciptakan untuk menguji iman, amalan, dan ketaatan manusia terhadap 
tuhan penciptanya. Karena itu, Islam sangat memperhatikan 
keselamatan hidup dan kehidupan manusia sejak ia berada di rahim 
ibunya sampai sepanjang hidupnya. Kemudian untuk melindungi 
keselamatan hidup dan kehidupan manusia itu, Islam menetapkan 
berbagai norma hukum perdata dan pidana beserta sanksi-sanksi 
hukumannya, baik di dunia berupa hukuman h}ad dan qis{a>s{, dan 
termasuk hukuman mati, diya>t (denda), atau ta’zi>r ialah hukuman yang 
ditetapkan oleh ulul amr atau lembaga peradilan, maupun hukuman di 
akhirat berupa siksaan Tuhan di neraka kelak.
26
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2. Al-Irhab (Irhabiyah) 
a. Pengertian 
Terorisme, yang dalam bahasa Arabnya al-Irha>b, adalah 
mashdar yang merupakan musytaq (pecahan kata) dari fi‟il arhaba, 
yang berarti “menciptakan ketakutan” (akhafa) atau “membuat 
kengerian/kegentaran” (fazaa’a). Maka bahasa ini dipakai di 
dalam al-Quran: “...(yang dengan persiapan itu) menggentarkan 
musuh Allah dan musuh kalian...” (QS. Al Anfal 8: 60) yaitu 
(dengan persiapan tersebut kalian) menggentarkan musuh.
27
 
 ْمُكَّوُدَعَو ِوّللا َّوْدَع ِوِب َنوُبِىْر ُت ِلَْيْلْا ِطَابِّر نِمَو ٍةَّو ُق ن ِّم مُتَْعطَتْسا ا َّم ُمَلَ ْاو ُّدَِعأَو
 ُوّللا ُمُه َنوُمَلْع َت َلا ْمِِنِوُد نِم َنِيرَخآَو ِوّللا ِليِبَس فِ ٍءْيَش نِم ْاوُقِفُنت اَمَو ْمُهُمَلْع َي
 َنوُمَلْظُت َلا ْمُتَنأَو ْمُكَْيِلإ َّفَو ُي-٠٦- 
Artinya: 
“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi 
mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan 
berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan 
orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi 
Allah Mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah 
niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak 
akan dizalimi (dirugikan)”.28 
 
Secara etimologi, istilah al-Irha>b diambil dari kata arhaba-
yurhibu yang berakar dari kata rahiba (ra-ha-ba) berarti intimidasi 
                                                          
27
Abu Azam, Terorisme Bukan Jihad!!! Kesesatan dan Pelanggaran Aksi Terorisme, 
(Tangerang: Pustaka Compass, 2015), hlm. 38. 
 
28
 Departemen Agama republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 
Syaamil Quran, 2009), QS. Al Anfal 8: 60. 
43 
 
 
atau ancaman. Dapat juga bermakna akhafa (menciptakan 
ketakutan) atau fazza’a (membuat kengerian/kegetaran). Pengertian 
terminologi dari al-Irha>b yaitu rasa takut yang ditimbulkan akibat 
aksi-aksi kekersan, misalnya pembunuhan, pengeboman, dan 
perusakan. Sedangkan al-Irha>b berarti orang yang menempuh jalan 
teror dan kekerasan. Adapun hukum al-Irha>b berarti bentuk 
pemerintahan yang memerintah rakyat dengan sewenang-wenang, 
kekerasan dalam rangka mengatasi berbagai perselisihan yang 
terjadi dalam masyarakat dan juga bertujuan memberantas 
gerakan-gerakan seperatis.
29
 
Irha>b yang disebutkan dalam ayat Al-Quran Qs. Al-Anfal: 
60 tersebut maksudnya menakut nakuti musuh hingga merasa 
segan terhadap kaum Muslim dan berpikir ulang untuk memusuhi 
mereka tidak diragukan kesyariatannya, dan tak seorang pun 
menentangnya. Maksud kata tersebut bukan dalam arti popoler 
sekarang.
30
 
Irha>b menurut syariat di sini artinya mempersiapkan sebisa 
mungkin kekuatan  dari pasukan kanan kuda, termasuk kekuatan 
personel yang terlatih dan dan kekuatan material dengan 
mempersiapkan persenjataan moderen, serta mempersiapkan 
kendaraan dan peralatan yang diperlukan untuk penggunaan dan 
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operasional persenjataan, yaitu yang dinyatakan dalam Al-Qur‟an 
dengan “kawanan kuda”.31 
Kuda pada zaman sekarang adalah tank, kendaraan berlapis 
baja, serta kendaraan-kendaraan darat, laut, dan udara lainnya. 
Inilah yang dikendarai pada zaman sekarang dan digunakan untuk 
berperang. Hukum berputar bersama sebabnya, baik adanya 
maupun tidak ada. Dalam hal ini nyata sekali dalam menjelaskan 
tujuan persiapan tersebut, yaitu untuk menggetarkan musuh Allah 
dan musuh kita. Ini adalah Irha>b yang disyariatkan dan tidak 
diragukan kebenarannya. Yang dimaksud dengan Irha>b dalam 
bahasa Arab adalah menakut-nakuti agar urung memerangi kita 
ketika mengatahui bahwa kita memiliki kekuatan militer yang bisa 
memaksa dan mengalahkannya, sehingga ia harus berfikir seribu 
kali sebelum melancarkannya.
32
 
Teror terhadap musuh ini akan menghalang-halanginya 
untuk menyerang kita. Sedangkan kita sendiri, sesungguhnya 
agama telah melarang untuk menyerang mereka tanpa sebab. 
Dengan ini maka terciptalah perdamaian diantara dua belah pihak 
apabila masing-masing dari keduanya memiliki persenjataan yang 
sepadan dengan yang lain. 
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b. Jenis Irhab 
Irha>b dalam arti menakuti memiliki banyak jenis dan 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Teror Sipil (Irha>b mada>ni) 
Teror yang mengancam kehidupan sipil dan sosial 
melalui kelompok-kelompok kriminal. Inilah yang dilakukan 
oleh para perampok dan sejenisnya, yang merampas harta, 
menumpahkan darah, dan bertindak sesuka hati terhadap orang-
orang dan harta milik mereka dengan kekuatan bersenjata.
33
 
Perampok atau h}ira>bah adalah termasuk dosa besar. 
Oleh karena itu, Al-Qur‟an memutlakkan orang yang 
melakukan h}ira>bah sebagai orang yang memerangi Allah,  
Rasul-Nya, dan orang yang berusaha membuat kersakan diatas 
bumi Allah telah memberi hukuman berat kepada pelakunya.
34
 
Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Ma‟idah 5: 33.35 
 َْوأ ْاوُل َّ تَق ُي نَأ ًاداَسَف ِضْرَلأا فِ َنْوَعْسَيَو ُوَلوُسَرَو َوّللا َنُوِبراَُيُ َنيِذَّلا ءَازَج َا َّنَِّإ
 َْوأ ْاوُبَّلَصُي  ُْمَلَ َكِلَذ ِضْرَلأا َنِم ْاْوَفُني َْوأ ٍفلاِخ ْن ِّم مُهُلُجَْرأَو ْمِهيِدَْيأ َعَّطَق ُت
 ٌميِظَع ٌباَذَع ِةَرِخلآا فِ ُْمَلََو اَي ْن ُّدلا فِ ٌيْزِخ-٣٣- 
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Artinya:  
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu 
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, maksudnya ialah: 
memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan 
lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. 
  
Ayat di atas mengandung empat macam hukuman: (1) 
hukuman mati, (2) disalib, (3) dipotong tangan dan kaki 
bertimbal balik, dan (4) dibuang dari tempat kediamannya. Akan 
tetapi dalam penerapan hukuman itu para ulama berbeda 
pendapat. Ulama mazhab hanafi, Syafi‟i, dan Hambali 
berpendapat baha hukuman yang dijatuhkan harus secara 
berurut, sebagaimana dicantumkan dalam ayat, serta sesuai 
dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut 
ulama mazhab Maliki, penerapan hukuman yang disebutkan 
dalam ayat itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan 
hakim setelah dimusyawarahkan dengan para ahli fiqih dan 
pihak-pihak terkait, dengan syarat hakim tersebut harus memilih 
yang terbaik.
36
 
Adapun syarat-syarat h}ira>bah yang dapat dijatuhi 
hukuman bagi pelaku sebagai berikut: 
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a. Mukalaf 
Mukalaf adalah orang yang berakal dan dewasa, 
sebagai syarat untuk ditetapkannya had kepada pelaku 
h}ira>bah. 
b. Pelaku Bersenjata 
Untuk menjatuhkan h}ad al-h}ira>bah disyaratkan 
bahwa dalam melancarkan h}ira>bah pelakunya terbukti 
membawa senjata karena senjata merupakan kekuatan yang 
diandalkan dalam melancarkan h}ira>bah. 
c. Lokasi Jauh dari Keramaian 
Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk 
menjatuhkan h}ad al-h}ira>bah disyaratkan lokasi hira>bah 
yang dilancarkan pelakunya berada ditempat yang jauh dari 
keramaian.  
d. Tindakan Dilakukan Terang-terangan  
Tindakan h}ira>bah dilakukan secara terang-terangan. 
Apabila melakukan h}ira>bah terhadap harta secara 
sembunyi-sembunyi disebut pencurian.
37
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2. Teror Penjajah 
Jenis teror paling menonjol yang kita saksikan di dunia 
hingga sekarang adalah teror penjajahan. Pengertian teror 
penjajah adalah upaya sebuah negara untuk menguasai negara 
lain melalui kekuatan keji untuk menduduki tanahnya, 
menundukkan bangsanya, dan bertindak sewenang-wenang 
terhadap penentuan nasibnya. Seringkali kita menemukan 
negara yang mengalami penjajahan melakukan perlawanan 
dengan perlengkapan yang terbatas, sehingga ditindas oleh 
kekuatan kolonial yang lebih unggul dalam kekuatan 
materialnya. Mereka merampas dengan kejam tanpa peduli 
berapa jiwa yang hilang, berapa banyak harta milik yang 
hancur, dan beberapa besar kehormatan yang ternodai untuk 
memaksa penduduk asli negara itu agar tunduk dan 
menyerah.
38
 
3. Teror Negara  
Teror yang tercela menurut syariat dan hukum positif 
serta agama dan moral adalah teror negara kepada warganya 
atau kepada sekelompok dari mereka yang berbeda ras, bahasa, 
agama, mazhab, atau yang lainya, dan menggunakan kekuatan 
materiilnya militer dan tentara yang dimiliki untuk mengekang 
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dan membungkam para penentangnya, atau melakukan 
pemusnahan dan pembersihan, baik seluruhnya maupun 
sebagian. 
4. Teror Internasional 
Pada zaman sekarang, kita telah melihat jenis teror yang 
lain, yang kadang lebih berbahaya dari pada semua jenis teror 
yang ada, yaitu yang kita sebut dengan “teror Internasional”, 
kerena dilakukan dalam skala internasional, oleh semua negara. 
Itulah teror yang dilakukan oleh Amerika Serikat ingin 
memaksa seluruh dunia agar berjalan mengikuti langhkahnya, 
tunduk pada keinginan politiknya, memusuhi siapa saja yang 
memusuhinya, berpaling dari siapa saja yang diperanginya, 
memandang baik apa yang dipandangnya baik, mengingkari 
apa yang diingkarinya, menghalalkan apa yang dihalalkannya, 
dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Sebab semboyan 
yang diteriakkan oleh Amerika dan memaksa seluruh dunia 
harus mengikutinya adalah “with us or againts us” (Bersama 
kami  atau kami perangi).  
5. Teror Politik 
Jenis teror yang paling terkenal adalah yang bisa kita 
sebut sebagai “teror politik”, yaitu politik dalam menghadapi 
sistem politik yang berkuasa. Teror ini berupa tindakan keras 
50 
 
 
terhadap pemerintah atau salah seorang pejabatnya atau salah 
satu lembaganya dengan memberikan tekanan guna 
mewujudkan tuntutan tertentu, seperti pembebasan tawanan 
atau tahanan, pengusiran dari tanah yang dijajah, atau 
penolakan pembayaran tebusan untuk membebaskan tawanan.
39
 
Teror politik ini juga bisa di lakukan dengan cara 
memberontak seperti sekelompok kaum muslim yang tidak 
menaati pemerintah yang sah. Mereka menolak menjalankan 
kewajiban yang diperintahkan dan memerangi jamaah kaum 
muslim yang lain, dengan dalih perbedaan hukum yang mereka 
pahami dan yakini, mereka mengaku bahwa kebenaran berada 
dipihaknya dan kekuasaan berada ditangannya. Orang-orang 
yang seperti ini wajib untuk diperangi oleh kaum muslim 
bersama pemerintah yang adil.
40
 
Dalam hal ini hukuman bagi yang melakukan 
pemberontakan terhadap negara atau pemerintah yang sah, 
sebagaimana disebutkan dalam al-Qur‟an yang menerangkan 
kewajiban memerangi pemberontakan adalah firman-Nya: (Q.S 
Al-Hujarat 49: 9) 
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 ىَلَع َاُهِاَدْحِإ ْتَغ َب نَِإف اَمُه َن ْ ي َب اوُحِلْصََأف اوُل َتَت ْقا َينِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَتَِفئَاط نِإَو
 ِإ َءيَِفت َّتََّح يِغْب َت ِتَِّلا اوُِلتاَق َف ىَرْخُْلأا اَمُه َن ْ ي َب اوُحِلْصََأف ْتءَاف نَِإف ِوَّللا ِرَْمأ َلَ
 َينِطِسْقُمْلا ُّب ُِيُ َوَّللا َّنِإ اُوطِسَْقأَو ِلْدَعْلِاب-٢ - 
Artinya: 
Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, 
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari 
keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, 
maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, 
sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika 
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah 
adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku 
adil. Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin 
berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah 
satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) 
yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim 
itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. 
Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), 
maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan 
berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang 
yang berlaku adil. 
 
Dalam hal ini jarimah pemberontakan terdapat tiga unsur 
pokok, yaitu pertama, pemberontakan terhadap pemimpin negara 
yang sah dan berdaulat, kedua, sikap pemberontakan yang 
demonstratif, dan ketiga, unsur melawan hukum. Maksud dari 
rukun pertama adalah upaya untuk memberhentikan pemimpin 
negara dari jabatannya. Dalam hal ini para pemberontak enggan 
mematuhi peraturan dan undang-undang yang sah serta tidak mau 
menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara.
41
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3. Jihad 
Jihad adalah bentuk isim mashdar darikata jahada-yujahidu-
jihadan-mujahdah. Secara etimologi, jihad berarti mencurahkan usaha 
(badzl al-juhd), kemampuan, dan tenaga. Jihad secara bahasa berarti 
menanggung kesulitan. Kata jihad kemudian lebih banyak digunakan 
dalam arti peperangan (al-qital) untuk menolong agama dan membela 
kehormatan umat. Akan tetapi, dalam penjelasan selanjutnya, kita tahu 
bahwa di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah, jihad memiliki makna yang 
lebih luas dari pada peperangan.
42
 
Secara etimologi, jihad adalah kepayahan, atau mencurahkan 
segala daya dan upaya, yaitu mencurahkan segala upaya dan 
kemampuan untuk meraih seatu perkara yang batil lagi sulit.  
Ibn Hajar juga menjelaskan atas pendapat para ahli fiqih 
tentang hukum jihad. Pada zaman sekarang, banyak yang 
membicarakan maupun membahas mengenai tema jihad yang justru 
menjadi polemik orang-orang dahulu. Ada beberapa sahabat dan 
tabi‟in termuka yang berpendapat bahwa hukum jihad adalah sunnah, 
bukan wajib. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum jihad adalah 
wajib untuk para sahabat saja, tidak wajib untuk orang setelah sahabat. 
Pendapat ini dinyatakan oleh „Atha‟ dan Ibn Al-Mubarak. Ada juga 
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yang berpendapat bahwa jihad wajib dilakukan ketika dalam keadaan 
terancam oleh musuh saja, tidak dalam keadaan lainya.
43
 
Dalam hal ini jihad sering disalah pahami, bahkan jihad 
seringkali disebut sebagai salah satu penyebab munculnya aksi 
kekerasan atau teror. Adapun beberapa kasus teror yang terjadi 
dibeberapa tahun terakhir salah satunya yaitu aksi teror dengan cara 
bom bunuh diri. Dalam konsep fiqih jihad aksi tersebut tidak 
dibenarkan dan secara syar‟i terlarang, sebab prinsip hukum Islam 
adalah tidak membolehkan membunuh orang yang tidak memerangi 
dan siapapun yang tidak terkait dalam peperangan.
44
 
Secara umum, jihad dalam Islam  itu terbatas pada makna yang 
sempit yakni terbatas pada peperangan fisik. Hal ini terlihat dalam 
pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan jihad selalu 
diarahkan pada persoalan peperangan fisik (dimedan perang). Dalam 
fenomena seperti ini memerlukan respon di kalangan umat Islam 
melalui informasi yang akurat dan juga ketauladanan yang baik.
45
 
Dengan demikian, berjihad dengan al-Qur‟an dalam pengertin 
ini jauh lebih penting dari pada berjihad dengan menggunakan senjata, 
sebab setiap saat umat Islam menghadapi informasi tetapi tidak setiap 
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waktu menghadapi musuh dengan senjata. Pada akhirnya Pakar hukum 
Islam, Quraish Shihab berkesimpulan bahwa menghadapi musuh yang 
dengan sengaja memutarbalikan fakta atau karena ketidaktahuaannya 
tentang Islam, jauh lebih berat dari pada peperangan dengan senjata.
46
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BAB III 
TINDAK PIDANA DALAM UU NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN FATWA MUI 
NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG TERORISME 
 
A. Tindak Pidana Dalam  UU No. 5 Tahun 2018  
1. Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana adalah dalam istilah belanda diterjemahkan 
dengan “strafbaar feit”, yang secara teoritis merupakan kreasi dari 
pada ahli hukum belanda dengan Indonesia hingga saat ini. Selain 
istilah strafbarfeit ada juga yang memakai istilah lain yaitu delict  
yang berasal dari bahasa latin delictum, yang berbeda dengan delict 
yang sudah sepakati yang kemudian diterjemahkan dengan 
“delik”.1 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, 
terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-
masing memiliki arti:
2
 
1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
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3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. 
Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dan bahasa 
asing (latin) delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman (pidana).
3
 Kemudian dari uraian diatas 
tentang tindak pidana muncul istilah-istilah yang dalam sebagai 
literatur hukuman sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit antara 
lain: 
a. Moeljatno memberikan definisi lebih lanjut mengenai tindak 
pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar tersebut.
4
 
b. Simons tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang 
bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh 
undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang 
dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si 
pembuat. Tindak pidana menurut Simons adalah sebagai suatu 
perbuatan (handeling), yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmating) 
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dilakukan dengan kesalahan (scuhld) oleh seseorang yang 
mampu bertanggung jawab.
5
 
c. Menurut Vos delik adalah feit atau perbuatan yang dinyatakan 
dapat dihukum oleh undang-undang.
6
 
Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai 
perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh 
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancaman dengan pidana.
7
 
Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana 
adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar 
hukum yang mana sudah diatur dalam kitab Undang-undang 
Hukum Pidana maupun Undang-undang yang mana perbuatan 
tersebut akan dikenai sanksi yang berat dan ringannya sesuai 
dengan tindakan yang dilakukan. 
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b. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP pada 
umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi 
menjadi 2 (dua) macam yaitu:
8
 
1. Unsur-unsur Subjektif 
Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada 
diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan 
termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang 
didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu 
tindak pidana. 
2. Unsur-unsur Objektif  
Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari suatu tindak 
pidana. 
c. Macam-Macam Tindak Pidana 
Perbuatan-perbuatan pidana atau disebut dengan tindak 
pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (misdrijven) 
dan pelanggaran (overtredingen). Pembagian dalam dua jenis ini, 
tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP 
tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan antara lain dari pasal 
                                                          
8
P.A.F, Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di 
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 192-193. 
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4, 5, 39, 45, dan 53 buku ke-I, buku ke-II tentang kejahatan dan 
buku ke-III tentang pelanggaran.
9
 
 Menurut Memorie van Toeliching, kejahatan adalah 
rechtsdelicten yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak 
ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah 
dirasakan sebagai onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan 
dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan-
perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui 
setelah ada wet yang menentukan.
10
 
2. Terorisme Dalam UU NO. 5 TAHUN 2018 
Dalam hal ini upaya mencegah terjadinya serangan tindak 
pidana terorisme, pemerintah telah mengeluarkan aturan perundang-
undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang penetapan peraturan pemerintah 
pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kejahatan terorisme 
merupakan kejahatan yang bersifat global dan merupakan kejahatan 
yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan 
kewaspadaan dalam memelihara serta menjaga keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
                                                          
9
Moeljanto, Asas-Asas hukum Pidana..., hlm. 11-12.  
 
10
Ibid. 
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Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris merupakan 
tindak pidana terorisme.
11
 Menurut UU No. 5 tahun 2018 Pasal 6 
tindak pidana terorisme berbunyi: 
 Pasal 6 
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan 
atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror 
atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan 
korban yang bersifat massal dengan cara merampas 
kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, 
atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek 
Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik 
atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. 
 
Dengan adanya kalimat menimbulkan suasana teror atau rasa 
takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang 
bersifat massal dan adanya kalimat mengakibatkan kerusakan atau 
kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan 
hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dalam Pasal 6 
tersebut, maka jelas bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 merupakan delik materiil, yaitu delik yang 
dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh undang-undang.
12
 
                                                          
11
Sukawarsini Djelantik, TERORISME Tinjuan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, 
dan Kelemahan Nasional, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 74. 
 
12
R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 72.  
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Jadi, untuk menyatakan bahwa tindak pidana terorisme 
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6 selesai dilakukan, maka 
harus benar-benar sudah timbul adanya akibat yang berupa suasana 
teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan 
korban yang bersifat massal atau timbul adanya akibat yang berupa 
kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis 
atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. 
Pasal 7 Undang-undang No. 5 tahun 2018 mengatur tentang 
tindak pidana terorisme sebagai delik formil yaitu: 
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan 
suasana teror atau rasa takuat terhadap orang secara meluas 
atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara 
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda 
orang lain, atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran 
terhadap objek-objek yang strategis, atau lingkungan hidup 
atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana 
dengan penjara paling lama seumur hidup. 
 
Kemudian, maksud dari kalimat “untuk menimbulkan teror” di 
atas merupakan kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme 
merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan 
dilakukannya tindakan yang dilarang dan di ancam dengan pidana 
oleh undang-undang, maka dari itu tidak perlu menunggu sampai 
adanya akibat yang ditimbulkan serta dilarang dan diancam pidana 
dalam undang-undang. 
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Selain itu, dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang 
terorisme juga terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan atau 
ikut serta. Dalam hal ini terdapat pada Pasal 13 dan Pasal 15yang 
berbunyi: 
Pasal 13 
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau 
kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: 
a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau 
harta kekeyaan lainnya kepada pelaku tindak pidana 
terorisme/ 
b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, atau 
c. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun. 
 
Dalam penjelasan Pasal 13 disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberikan bantuan, 
baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan, sedang 
yang dimaksud dengan “kemudahan”  dalam Pasal 13, maka adalah 
tindakan memberikan setelah tindak pidana dilakukan. 
Pasal 15 
Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, 
percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana 
terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal, 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana 
dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya. 
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Kemudian tentang perencanaan dalam Undang-undang No. 
5 Tahun 2018 tentang terorisme terdapat pada Pasal 14 yang ber 
bunyi: 
Pasal 14 
Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakan 
orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan 
pidana mati atau pidana seumur hidup.  
 
Dalam penjelasan Pasal 14 disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan “merencanakan” Pasal 14 adalah termasuk 
mempersiapkan, baik secara fisik maupun sumber daya manusia. 
kemudian kata “menggerakan” untuk melakukan tindak pidana 
terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disebutkan 
sebagai berikut: 
a. Melakukan hasutan dan provokasi 
b. Pemberian hadiah atau uang atau janji-janji 
c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  
d. Tipu daya 
e. Kesempatan, sarana atau keterangan  
Mengenai ancaman sanksi pelaku yang “ikut serta” atau 
“penyertaan” dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 yang 
berberbunyi: 
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Pasal 9 
Setiap orang yang secara melaan hukum memasukkan ke 
Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, 
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai, persediaan, padanya atau 
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke 
dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau 
sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainya yang 
berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana 
terorisme, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
Pasal 11 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang 
dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana 
dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan 
digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan 
tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. 
 
Pasal 12 
Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
1 (lima belas) tahun, setiap orang dengan sengaja 
menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan 
tujuan akan digunakan atau patut diketahui akan digunakan 
sebagian atau seluruhnya untuk melakukan: 
a. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, 
menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang 
bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis radiologi, 
mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang 
mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian 
atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta 
benda; 
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b. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, 
senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, 
atau komponennya; 
c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan 
nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, 
mikroorganisme, radioaktif atau komponennya; 
d. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, 
radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau 
komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan 
atau dengan segala bentuk intimidasi; 
e. Mengancam: 
(1) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata 
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau 
komponennya untuk menimbulkan kematian atau 
luka berat atau kerusakan harta benda, atau 
(2) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b dengan tujuan untuk maksa orang 
lain, organisasi internasional atau negara lain untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu; 
(3) Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, b, atau c; dan 
(4) Ikut serta dalam melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf 
f.  
Dari uraian Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang 
No. 5 Tahun 2018 mengkualifikasikan tindak pidana terorisme 
sebagai berikut: 
1) Delik materil terdapat pada Pasal 6. 
2) Delik formil terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.  
3) Delik konsep penyertaan terdapat pada Pasal 13 dan Pasal 15. 
4) Delik perencanaan  terdapat pada Pasal 14. 
5) Adapun mengenai ancaman sanksi bagi pelaku yang ikut serta atau 
penyertaan terdapat pada Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12. 
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Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2018 tentang 
pemberantasan tindak pidana terorisme diatas kebijakan formulasi 
hukum pidana dalam rangka penyelesaian problematika hukum 
sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia 
dapat melakukan pembaharuan hukum khususnya yang termuat dalam 
Undang-undang tindak pidana terorisme.  
Perubahan ini dapat dilihat terkait dengan adanya 
pertimbangan bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi 
di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang membahayakan 
ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai-nilai 
kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, 
dan mempunyai jaringan luas sehingga pemberantasan tindak pidana 
terorisme perlu dilakukan secara luar biasa, terencana, terarah, 
terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13
 
 
 
 
 
                                                          
13
 Natalia Budi Darma, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan 
Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, “Jurnal Daulat Hukum”, (UNISSULA Semarang), Vol. 1, 
Nomor 1, 2018, hlm. 312. 
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B. Tindak Pidana Dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004  
1. Tindak pidana (Jari>mah) 
a. Pengertian Jari>mah   
Para fuqaha sering pula menggunakan istilah jina>yah atau 
jari>mah, karena istilah jina>yah mempunyai kandungan arti yang 
sama dengan istilah jina>yah baik dari segi bahasa maupun dari segi 
istilah. Dari segi bahasa jari>mah merupakan kata jadian (maṣda>r) 
dengan asal kata jarimah yang artinya berbuat salah, sehingga 
jari>mah mempunyai arti perbuatan salah.14 Dan dari segi istilah 
jari>mah secara umum diartikan: 
 ٌبِقاَعُم ِِهٌبرْوُماَم ُلْعِف ِكْر َتَوا ِهِلْعِف يَلَع ٍبِقاَعُم ٍماَّرَُمُ ِلْعِفْلا ُناَي ُِثا.ِهِْكر َت يَلَع 
“Melakukan perbuatan yang diharamkan yang dikenal dengan sanksi 
atas melakukan perbuatan itu atau meninggalkan perbuatan yang 
diperintahkan yang dikenai sanksi atau meninggalkan perbuatan 
tersebut”. 
 
Dari segi Istilah jarimah diartikan:  
.ٍرِْيزْع َتَْوا ٍّدَبِ اَه ْ نَع َلَاَع َت ُللهَارَجَز ٌةَيِعْرَش ٌتَارُوظَْمُ 
“Larangan-larangan syara‟ yang diancam oleh Allah dengan hukuman 
atau ta‟zir”. 
 
Menurut Abdul Qadir Audah tindak pidana yaitu: 
                                                          
14
Makhrus Munajat,Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 
3. 
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 ُءْرَمْلا ِهْيِنَْيَاَمَل ٌمْسِا ًةَُغل َُةياَِنْلْا  ِءاَهَقُفْلا ِحَلاِطْص ِءلاا ْفِ ا ََّمأ ُهَبَسَتِْكااَمَو ٍّرَش ْنِم
.َكِلَذ ُر ْ يَغَْوا ٍلاَمَْوا ٍسْف َن يَلَع َلْعِفْلا َعَقَو ٌءاَوَس اًعْرَش ٍمَرَُمُ ٍلْعِفِل ٌمْسِا 
 
“Jinayah menurut bahasa adalah nama dari tindak pidana yang 
dilakukan oleh seseorang yang ia lakukan, dan menurut istilah ialah 
nama dari perbuatan yang diharamkan oleh syari‟at baik perbuatan itu 
terhadap jiawa, atau harta atau hal yang lainnya”.15 
b. Unsur-unsur Jari>mah 
Ditinjau dari unsur unsur jarimah atau tindak pidana rukun 
jarima>h dapat dikategorikan menjadi dua jenis, pertama unsur 
umum artinya unsur-unsur yang harus umum artinya unsur-unsur 
yang harus terpenuhi pada setiap jarima>h. Kedua unsur khusus 
yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jarima>h tertentu. 
Objek utama kajian fiqh jina>yah dapat bedakan menjadi tiga 
bagian, yaitu.
16
 
1) Al-rukn al-ayar’i atau unsur formil ialah unsur yang 
menyatakan bahwa seseorag dapat dinyatakan sebagai pelaku 
jarima>h jika ada undang-undang yang secara tegas melarang 
dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. 
2) Al-rukn al-maḍi atau unsur materiil ialah unsur yang 
menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia 
benar-benar terbukti melakukan sebuah jari>mah, baik yang 
                                                          
15
Abdul Qadir Audah, Al-tasri‟ Al-jinai Al-islami, (Beurit: Muatsatsah Al-risalah, 1998), 
Jilid I, hlm. 67. 
  
16
M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 2.  
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bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang 
bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). 
3) Al-rukn al-ada>bi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan 
bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, 
anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman. 
Kedua unsur khusus, yaitu unsur yang hanya terdapat pada 
peristiwa pidana (jari>mah) tertentu dan berbeda antara unsur 
khusus pada jenis jari>mah satu dengan jari>mah lainnya. Misalnya 
pada jari>mah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan 
benda, dan unsur khusus yang terdapat dalam jari>mah pencurian 
tidak sama dengan jari>mah h}ira>bah (penyamunan), karena 
pelakunya harus mukallaf, membawa senjata jauh dari keramaian 
dan menggunakan senjata.
17
 
c. Macam-Macam Jarimah 
Ulama’ fiqih membagi jarimah dari berbagai segi:18 
1) Jari>mah dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga 
macam, yaitu h{udu>d, qis{a>s{, diya>t, dan ta’zi>r. 
a) Jarimah hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum 
yang jenis hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu 
hukuman had (hak Allah). Kemudian untuk ditinjau dari 
segi materi jarima>h terbagi menjadi tujuh macam, yaitu:  
                                                          
17
Makhrus Munajat, hukum Pidana Islamdi Indonesia..., hlm. 11-12. 
 
18
Ibid., hlm. 12-13. 
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(1) Jari>mah zina>, bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman 
cambuk/dera/jilid, Pengasingan dan rajam. 
(2) Jari>mah qadzaf (menuduh Zina). Bentuk hukuman yaitu 
dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa 
dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak 
diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama 
seumur hidup. 
(3) Jari>mah syurbul khamar (minum-minuman keras). 
Bentuk hukuman yaitu di dera dengan dua pelepah 
kurma sebanyak empat puluh kali.  
(4) Jari>mah sariqa>h (pencurian), bentuk hukuman yaitu 
dipotong tangannya. 
(5) Jari>mah h}ira>bah (perampokan). Bentuk hukuman yaitu 
hukuman mati dan disalib, hukuman potong tangan dan 
kaki bersilang, dan hukuman pengasingan. 
(6) Jari>mah riddah (keluar dari Islam).  Bentuk 
hukumannya adalah hukuman mati. 
(7) Jari>mah al baghyu (pemberontak). Bentuk hukumannya 
adalah hukuman bunuh.
19
 
Dan macam-macam jarima>h ḥudu>d ditinjau dari 
segi dominasi hak terdapat dua jenis ḥudu>d yaitu:20 
                                                          
19
Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung, 2004),  
hlm 12. 
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(a) Jari>mah h{udu>d yang termasuk hak Allah, pengertian 
hak Allah menurut Abu Ya’la yaitu semua jenis sanksi 
yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia 
meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti 
meninggalkan sholat, puasa, zakat,dan haji. 
(b) H{udu>d yang termasuk hak manusia, menurut Abu Ya’la 
yaitu semua jenis sankasi yang diberlakukan kepada 
seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti 
berzina, mencuri, dan minum khamar. Dan h{udu>d jenis 
kedua ini terbagi menjadi dua, pertama h{udu>d yang 
merupakan hak Allah seperti h{udu>d atas jari>mah zina, 
meminum minuman keras, pencurian, dan 
pemberontakan kedua hudud yang merupakan hak 
manusia seperti ḥad qażāf dan qiṣhāṣ. 
b) Jari>mah Qis{a>s{ dan diya>t 
Jari>mah qis{a>s{ diya>t adalah suatu kejahatan terhadap jiwa 
(menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) 
yang diancam dengan hukuman qis{a>s{ (serupa) atau 
hukuman diya>t (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya 
kepada korban atau walinya. Baik hukuman qis{a>s{ maupun 
diya>t merupakan hukuman yang telah ditentukan 
batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi 
                                                                                                                                                               
20
M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah..., hlm. 16-17. 
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menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini 
berbeda dengan hukuman h}ad yang yang menjadi hak Allah 
semata. Hukuman qis{a>s{ diya>t penerapannya ada beberapa 
kemungkinan, seperti hukuman qis{a>s{ bisa berubah menjadi 
diya>t, hukuman diya>t menjadi dimaafkan dan apabila 
dimaafkan maka hukman dihapuskan.
21
 
Jari>mah qis{a>s{ diya>t ini hanya ada ada dua macam, yaitu 
pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas 
maka ada lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, 
pembunuhan menyeruapai sengaja, pembunuhan karena 
kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak 
sengaja.
22
 
c) Jari>mah Ta’zi>r 
Jarima>h ta’zi>r adalah perbuatan yang tidak secara tegas 
diatur dalam Al-Quran. Jari>mah ta’zi>r diserahkan 
sepenuhnya kepada hakim untuk memutus perkara. Jenis 
jarima>h ini antara lain penjara, kurungan, hukuman mati 
dan lain sebagainya.
23
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Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 19.  
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Makhrus Munajat, Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Naesea Press, 
2010), hlm. 154. 
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2. Terorisme Dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 
Di dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang terorisme, 
bahwa dalam fatwa tersebut terdapat penjelasan mengenai penggertian 
tindak pidana terorisme dan perbedaannya dengan jihad, antara lain:
24
 
a) Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan 
peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan 
negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta 
merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu 
bentuk kejahatan yang diorganisasikan dengan baik (well 
organized), trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar 
biasa (extra ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan sasaran 
(indiskriminatif).  
 
b) Jihad mengandung dua pengertian: 
(1) Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk 
menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan 
agresi musuh dalam segala bentuknya jihad dalam pengertian 
ini juga disebut al-qital atau al-harb. 
(2) Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk 
menjaga dan meninggikan agama Allah (li i’laai kalimatillah). 
 
c) Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad 
1) Terorisme: 
(a) Sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhis/chaos (faudha). 
(b) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau 
menghancurkan pihak lain. 
(c)  Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. 
 
2) Jihad  
(a) Sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun dengan 
cara peperangan. 
                                                          
24
Himpunan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sejak Tahun 1975, (Jakarta: 
Erlangga, t.t). 
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(b) Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela 
hak-hak pihak yang terzhalimi. 
(c) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh 
syari’at dengan sasaran musuh yang sudah jelas. 
 
Dengan adanya penjelasan mengenai perbedaan antara makna 
terorisme dengan jihad jelas sekali bahwa Islam bukanlah agama 
kekerasan dan jihad itu tidak sama dengan teror. Teror adalah serangan 
yang sifatnya menakutkan orang dan tidak jelas juga sasarannya 
sehingga bisa menyebabkan orang yang tidak bersalah ikut menjadi 
korban. 
Sedangkan Para pelaku tindak pidana teror ini mengklaim 
bahwasanya gerakan mereka sebagai jihad. Mereka telah melakukan 
beragam distorasi, pengaburan dan pembiasaan konsep suci jihad 
Islam. Situasi ini mengakibatkan beberapa muslim khususnya para 
kaum muda menjadi mangsa doktrin menyimpang ini, sehingga terjadi 
kekaburan konsep jihad dikalangan mereka.
25
 
Dalam hal ini terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana 
jari>mah h}ira>bah yaitu: 
.ْمُه َفاَخَأَو َح َلا ِّسل ِساَّنلا ىَلَع َلََحَ ْنَم 
Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan 
menkut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan 
masyarakat). 
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Adapun hukum tindak pidana jari>mah h}ira>bah dalam 
firman Allah Q.S. Al-Ma’idah 5: 33.26 
 
 وُبَّلَصُي َْوأ ْاوُل َّ تَق ُي َنأ ًاداَسَف ِضْرَلأا فِ َنْوَعْسَيَو ُهَلوُسَرَو َهّللا َنُوِبراَُيُ َنيِذَّلا ءَازَج َا َّنَِّإ ْا
 ْمِهيِدَْيأ َعَّطَق ُت َْوأ فِ ٌيْزِخ ُْمَلَ َكِلَذ ِضْرَلأا َنِم ْاْوَفُني َْوأ ٍفلاِخ ْن ِّم مُهُلُجَْرأَو
 ٌميِظَع ٌباَذَع َِةرِخلآا فِ ُْمَلََو اَي ْن ُّدلا-٣٣ 
 
Artinya:   
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, 
atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang 
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka 
didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, 
maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; 
dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan 
kaki kanan. 
 
Dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang terorisme 
hukum melakukan teror adalah “haram”, baik dilakukan oleh 
perorangan, kelompok, maupun negara. Sedangkan hukum 
melakukan jihad adalah “wajib”. 
Selain itu, dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang 
terorisme juga terdapat penjelasan mengenai bom bunuh diri dan 
‘Amaliyyah al-Istisyhad antara lain: 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: 
Syaamil Quran, 2009), Q.S. Al-Ma’idah 5: 33. 
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1. Orang yang membunuh diri itu membunuh dirinya untuk 
kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku „amaliyah al-
istisyhad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama 
dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis 
atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku ‘amaliyah 
al-istisyhad adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk 
mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala. 
2. Bom bunuh diri hukumnya “haram” karena merupakan salah satu 
bentuk tindakan keputus asaan (al-ya’su), dan mencelakakan diri 
sendiri (ihlak an-nafs), baik dilakukan di daerah damai (dar al-
shulh/dar al-salam/dar al-da’wah) maupun di daerah perang (dar 
al-harb). 
3. „Amaliyah al-Istisyhad (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan 
karena merupakan bagian dari jihad bin-nafsi yang dilakukan di 
daerah perang (dar al-harb) atau dalam keadaan perang dengan 
tujuan untuk menimbulkan rasa takut (irha>b) dengan kerugian yang 
lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan 
yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. „Amaliyah al-
Istisyhad berbeda dengan bunuh diri. 
 
Dapat digaris bawahi bahwa melakukan bom bunuh diri dalam 
arti teror itu bukan merupakan syahid dan itu hanya mati konyol saja. 
Sedangkan dalam melakukan jihad itu tidak ada perilaku bunuh diri. 
Akan tetapi lain jika dalam keadaan di medan perang (Palestina) 
dengan melakukan bom bunuh diri  maka bisa saja  disebut mati 
syahid. Tapi, dalam hal ini lawan harus benar jelas yakin melawan 
musuh-musuh yang dilakukan di medan perang, bukan di negara 
damai, atau negara dakwah. 
Menurut Imam Samudra dalam bukunya (Aku melawan teroris) 
bunuh diri berlatar belakang frustasi, sama sekali tidak ada 
hubungannya dengan perjuangan menegakkan kalimatullah. Kematian 
bunuh diri adalah kematian yang konyol, hina lagi menjijikkan. 
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Hukum bunuh diri adalah haram. Pelaku bunuh diri kekal dalam 
neraka.  
Sampai disini   kita dapat memahami secara sederhana namun 
jelas, bahawa istisyhad adalah dibolehkan bahkan termasuk amalan 
yang mulia. Sasaran untuk istisyhad bisa berbeda-beda tergantung 
keadaan, kemungkinan, dan kemampuan. Mereka yang mengatakan 
bahawa istisyhad adalah bid’ah atau bunuh diri, hanyalah orang-orang 
yang tergesa-gesa, atau belum sampai ilmu kepada mereka, atau 
memang hati mereka buta dan tidak mau menerima kebenaran. 
Wallahu A’lam.27 
Istilah bom bunuh diri, seolah tak lagi menjadi suatu kajian 
pada sesuatu pembicaraan ilmiah. Mengingat bahwa aksi tersebut 
bagian dari terorisme yang tertinggi dan memiliki nilai keutamaan 
pada seseorang diantara anggotanya. Dari aksi bom bunuh diri ini 
dapat dikedepankan pada suatu pemahaman bahwa secara global bom 
bunuh diri adalah aktifitas seseorang untuk mencari mati syahid dan 
bom bunuh diri, memiliki rentan dalam sejarah Islam yang cukup 
panjang hingga mempunyai kesan yang buruk. 
Kontroversi antara aksi bom bunuh diri sebagai sikap 
keputusan yang bertentangan dengan syari’ah Islam dan aksi bom 
bunuh diri sebagai pencapaian mati syahid, yang terjadi pada 
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 Imam Samudra,  Aku Melawan Teroris!, (Solo: Jazera, 2004), hlm. 183-184.  
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belakangan ini telah menumbuhkan rasa keteganagn dan konflik yang 
berkepanjangan. Bahwa trend bom bunuh diri merupakan aksi dari 
produk Timur Tengah, yang memiliki hubungan erat antara aktivis 
dengan nilai-nilai perjuangan serta masyarakat pendukungnya. Aksi 
terorisme dengan menggunakan metode moderen menjadi fenomena 
mencolok belakangan ini yang khususnya telah terjadi diberbagai 
wilayah Indonesia, maka dari adanya fenomena atau kejadian tersebut 
perlu adanya pencegahan melalui kontra radikalisme untuk 
menghilangkan atau menekan faham-faham radikal dan intoleran 
melalui deradikalisme untuk mengembalikan mereka yang sudah 
terpapar, dan melakukan pendekatan yang humanis/manusiawi agar 
tidak melanggar HAM (Hak asasi manusia).
28
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BAB IV 
ANALISIS TINDAK PIDANA BOM BUNUH DIRI DALAM UU NO. 5 
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
TERORISME DAN FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG 
TERORISME 
Banyaknya kasus bom bunuh diri yang dikaitkan dengan tindak pidana 
terorisme menjadi suatu isu yang menarik perhatian masyarakat dunia dan 
mempunyai dampak begitu besar dari pengaruh yang ditimbulkannya, dan ini 
kerap terjadi secara beruntun di berbagai wilayah di Indonesia. Pada prinsipnya 
pemerintah telah membuat Undang-Undang yang lengkap yang mengatur 
tindak pidana terorisme untuk mengatasi maraknya pengeboman yang kerap 
terjadi belakangan ini. Namun, kelihatannya pemerintah dalam hal ini masih 
sulit untuk mengusut tuntas dan memberantas kejadian terorisme ini. 
Isu bom bunuh diri menjadi menarik lantaran adanya beberapa fakta 
seperti kenekatan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan dasar keagamaan yang 
dijadikan sebagai justifikasi terhadap aksi tersebut. Para pelaku menekan 
kesadaran rasionalnya sehingga melakukan aksi tersebut tanpa ada perasaan 
takut, meskipun ini dapat membahayakan, bahkan membinasakan dirinya. 
Imingan “mati syahid” mungkin menjadi daya pendorong sangat kuat dalam 
hal ini. Dalam keyakinan umat Islam, ganjaran bagi orang yang mati syahid 
adalah surga. Mereka juga tidak memikirkan lebih lanjut tentang dampak yang 
ditimbulkan setelah aksi tersebut dilakukan. Korban yang berjatuhan, meskipun 
ada di antara mereka umat Islam, di anggap sebagai bagian dari perjuangan. 
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Namun, suatu hal yang menjadi persoalan dalam masalah terorisme ini 
adalah bahwa para pelaku dalam berbagai kejadian pemboman di Indonesia, 
bahkan di dunia ini, adalah organisasi-organisasi Islam fundamental yang 
tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang menyatakan bahwa tindakan 
mereka tersebut adalah jihad di jalan Allah. Dan berikut uraian analisis 
mengenai tindak pidana tersebut. 
A. Tindak Pidana Bom Bunuh Diri Dalam UU No. 5 Tahun 2018 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Fatwa MUI 
No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme 
1. Bom Bunuh Diri dalam UU No. 5 Tahun 2018  
Dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak 
pidana terorisme, tidak secara langsung membahas atau menyebutkan 
tentang bom bunuh diri dalam Pasal-pasalnya, akan tetapi aksi atau 
tindakan teror para pelaku bom bunuh diri yang kerap terjadi di 
Indonesia belakangan ini ada hubungannya dengan pelaku teror atau 
tindakan terorisme. Aksi tersebut dilakukan dengan cara meledakkan 
dirinya sendiri dengan memasang bom dibagian tubuhnya. 
Sementara pengertian terorisme dalam hukum positif Indonesia 
diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 
Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. 
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Istilah terorisme terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah:
1
 
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan 
atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror 
atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan 
korban yang bersifat massal dengan cara merampas 
kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, 
atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek 
Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik 
atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. 
 
Berdasarkan dari uraian di atas terorisme mengandung unsur 
pelaku kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka, definisi 
terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, dan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap 
orang atau masyarakat secara meluas, tidak memperdulikan nilai-nilai 
kemanusiaan, mengancam pemerintahan yang sah atau 
menghancurkan perdamaian dunia, menyebarkan kebencian serta 
menimbulkan korban yang bersifal massal, dengan cara merampas hak 
asasi manusia atau hilangnya nyawa dan harta benda sehingga 
mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang 
strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik dan Internasional 
dan merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap keutuhan negara 
kesatuan republik Indonesia. 
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Jika diteliti dari uraian Pasal tersebut, maka dapat ditemui 
beberapa unsur sebagai berikut:
2
 
a. Setiap orang 
Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang 
perseorangan, kelompok, baik sipil, militer, maupun polisi yang 
beranggung jawab secara individual atau korporasi. 
b. Dengan sengaja 
Dalam KUHP tidak ada penjelasan ayang dimaksud dengan 
“sengaja”, tetapi dalam teori Memorie van Toelichting terdapat 
sedikit keterangan yang dapat dijadikan pedoman ketika 
menyebutkan: pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya 
pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan 
dikehendaki dan diketahui.  
c. Menggunakan kekerasan atau ancama kekerasan  
Mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, terdapat 
pada pembahasan Pasal 1 angka 4, yaitu setiap perbuatan secara 
melaan hukum berupa ancaman, tulisan, gambar, simbol, atau 
gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana 
dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat 
menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara 
luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. 
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sementara ancaman kekerasan seperti bahan peledak adalah semua 
bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom 
pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari 
bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk 
menimbulkan ledakan. 
d. Menimbulkan: suasana teror atau rasa takut secara meluasa atau 
korban yang bersifat masal. 
Terhadap adanya “suasana teror”, menurut Mardenis akan 
menyulitkan orang atau rakyat untuk mengira apakah tindakanya 
merupakan tindakan terorisme atau bukan. Sedangkan menurut 
Peter Salim yang dimaksud dengan teror adalah perasaan takut 
yang sangat mencekam seseorang, sehingga orang tersebut hampir 
tidak dapat bergerak atau bertindak. Dengan adanya korban secara 
meluas atau massal maka berarti manusia yang menjadi korban 
dari pidana tersebut harus lebih dari satu orang. 
e. Dilakukan dengan cara: merampas kemerdekaan orang lain, 
hilangnya nyawa orang lain atau hilangnya harta benda orang lain. 
Bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan 
adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak 
meninggalkan suatu tempat untuk pergi ketempat lainya yang dia 
inginkan. 
Mengenai yang dimaksud dengan “hilangnya nyawa” 
adalah mati atau meninggal dunia, sedang yang dimaksud dengan 
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“hilangnya harta benda” adalah harta benda tersebut sudah tidak 
ada lagi. 
Dari uraian maupun penjelasan tentang pengertian tindak 
pidana terorisme tersebut diatas, maka dalam hal ini tindak pidana 
bom bunuh diri juga telah memenuhi telah unsur sebagai tindakan 
terorisme karena dalam aksi bom bunuh diri dilakukan dengan cara 
ancaman kekerasan yang menimbulkan suasan teror atau rasa takut 
terhadap masyarakat,menyebabkan kerusakan fasilitas umum juga 
mengakibatkan jatuhnya korban yang bersifat massal. Jadi dalam 
hal ini aksi bom bunuh diri jika dilihat dari cara melakukan serta 
dari akibat yang ditimbulkan dan dengan adanya unsur-unsur 
tersebut, maka aksi bom bunuh diri dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana terorisme. 
2. Bom Bunuh Diri dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 
Tindakan bom bunuh diri jika dianalisis dengan menggunakan 
Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang terorisme, bahwa dalam fatwa 
tersebut terdapat beberapa ketentuan umum diantaranya: 
Pengertian terorisme dan perbedaannya dengan jihad, antara lain:
3
 
a. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan 
peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan 
negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta 
merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu 
bentuk kejahatan yang diorganisasikan dengan baik (well 
organized), trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar 
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t.t). 
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biasa (extra ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan sasaran 
(indiskriminatif).  
 
Dari pengertian tindak pidana terorisme tersebut terdapat 
beberapa unsur diantaranya sebagai berikut: 
1) Tindakan kejahatan terhadap: kemanusiaan dan peradaban. 
Tindakan terorisme dapat dikatakan sebagai tindakan 
kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, karena sifatnya 
sangat luas dan sistematik yang telah menewaskan ratusan dan 
bahkan ribuan orang yang tidak bersalah.  
2) Menimbulkan: ancaman serius terhadap kedaulatan negara, 
keamanan, serta perdamaian dunia. 
Tindakan terorisme menjadi ancaman yang serius 
karena dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti, 
bom untuk menimbulkan suatu ledakan sehingga menimbulkan 
suasana teror. 
3) Kejahatan yang bersifat trans-nasional. 
Tindakan terorisme adalah suatu bentuk kejahatan yang 
diorganisasikan dengan baik, maka proses penanganan dan 
pemberantasannya  tentunya harus melibatkan semua unsur dan 
semua komponen bangsa, seperti Polri maupun TNI yang 
mempunyai wewenang dalam mengatasi aksi terorisme 
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mengingat ancaman teror sekarang ini begitu besar, sebagai 
contoh yaitu ISIS (Islamc State of Iraq and Syiria). Gerakan 
ISIS yang terpusat di negara Irak dan Suriah ternyata sudah 
menyebar ke Indonesia beberapa tahun silam, maka sangatlah 
tepat jika terorisme disebut dengan istilah kejahatan 
Internasional. 
4) Kejahatan luar biasa 
Tindakan terorisme ini juga digolongkan sebagai 
kejahatan luar biasa, karena telah memenuhi unsur-unsur 
sebagai kejahatan luar biasa, yaitu membahayakan nilai-nilai 
hak manusia yang absolute (benar). Serangan terorisme bersifat 
random (acak), indiscriminate (tidak pilih-pilih), dan non 
selective (tidak selektif) yang kemungkinan menimpa orang-
orang yang tidak bersalah. 
Jadi, jika melihat dari pengertian tindak kejahatan terorisme 
maka, aksi tindakan bom bunuh diri bisa termasuk dalam tindakan 
terorisme karena aksi bom bunuh diri telah memenuhi unsur-unsur 
tidak kejahatan terorisme, yaitu dilakukan dengan ancaman 
kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror yang dapat 
merugikan masyarakat, serta tidak pilih-pilih siapa yang akan 
menjadi korbannya dan bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa 
yang bersifat trans-nasional karena diorganisasikan dengan baik. 
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a. Jihad mengandung dua pengertian: 
1. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan 
untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan 
menahan agresi musuh dalam segala bentuknya jihad 
dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb. 
2. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan 
untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (li i’laai 
kalimatillah). 
 
Jihad mempunyai arti yang menunjukkan pada sebuah usaha 
mengerahkan kemampuan, potensi dan kekuatan, atau memikul 
sesuatu yang berat dengan bersungguh-sungguh dan berkelanjutan 
untuk menjaga dan meninggikn agama Allah. Dalam hal ini jihad juga 
disebut al-qital atau al-harb.  
Al-qital adalah bentuk terakhir jihad, yaitu perang dengan 
menggunakan pedang atau senjata apapun. Itulah makna umum yang 
dipahami dari kata jihad, walaupun sebenarnya keduanya tidak 
mempunyai kesamaan secara etimologis. Jadi antara qital dan jihad 
ada hubungan umum dan khusus seperti qital yang dilengkapi niat 
agama disebut jihad, namun jihad tidak mesti berupa qital. 
Sedangkan al-harb adalah pengerahan segala kekuatan, senjata, 
alat atau sasaran apapun yang dilakukan sekelompok orang melawan 
lain, bisa antar suku, antar negara aatau antar kelompok negara. Dari 
pengertian tersebut, maka dapat dibedakan antara jihad dan al-harb  
atau perang, bahwa jihad adalah sebuah pengertian agama, 
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mempunyai tujuan, motif, cara aturan dan etika yang berbeda dengan 
perang.
4
  
Dalam hal ini aksi bom bunuh diri jika diteliti terdapat beberapa 
konsep yang disalah artikan dalam memaknai konsep jihad yang 
sesungguhnya, jika pengertian jihad dalam fatwa seperti yang sudah 
dijelaskan diatas,  maka tidak dibenarkan jika tindakan bom bunuh 
diri merupakan jihad, kerena jika melihat kasus di negara Indonesia 
yang kerap terjadi aksi bom bunuh diri diklaim sebagai tindakan 
terorisme. 
b. Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad 
1. Terorisme: 
a. Sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhis/chaos (faudha). 
b. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau 
menghancurkan pihak lain. 
c.  Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. 
 
 
2. Jihad  
a. Sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun 
dengan cara peperangan. 
b. Tujuannya menegakkan agama Allah dan/ataumembela 
hak-hak pihak yang terzhalimi. 
c. Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan 
oleh syari‟at dengan sasaran musuh yang sudah jelas. 
 
Dari penjelasan diatas makna antara terorisme dengan jihad 
jelas sekali perbedaannya, bahwa terorisme merupakan kejahatan 
terhadap manusia dan peradaban bangsa sehingga menimbulkan 
                                                          
4
 Yusuf Qardhawi, Fiqih Jihad, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm 30. 
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ancaman yang serius terhadap keutuhan negara. Sementara terorisme 
mempunyai sifat merusak serta mempunyai tujuan untuk 
menghancurkan pihak lain atau pemerintahan yang sah dan dilakukan 
tanpa memilih siapa yang akan menjadi korban.  
Sedangkan jihad dalam arti al-qital atau al-harb, yaitu  segala 
usaha dan upaya dengan sekuat tenaga serta bersedia untuk 
menanggung kesulitan dalam memerangi musuh yang dilakukan 
dengan sungguh-sungguh untuk menjaga agama Allah. Jihad 
mempunyai sifat untuk melakukan perbaikan sekalipun harus dengan 
cara berperang dengan tujuan menegakkan agama Allah atau membela 
hak-hak orang yang terzhalimi. 
Dalam fatwa juga dapat penjelasan mengenai bom bunuh diri 
dan „Amaliyah al-Istisyhad antara lain: 
1. Orang yang membunuh diri itu membunuh dirinya untuk 
kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku ‘amaliyah al-
istisyhad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama 
dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis 
atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku ‘amaliyah 
al-istisyhad adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk 
mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta‟ala. 
2. Bom bunuh diri hukumnya “haram” karena merupakan salah satu 
bentuk tindakan keputus asaan (al-ya’su), dan mencelakakan diri 
sendiri (ihlak an-nafs), baik dilakukan di daerah damai (dar al-
shulh/dar al-salam/dar al-da’wah) maupun di daerah perang (dar 
al-harb). 
3. ‘Amaliyah al-Istisyhad (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan 
karena merupakan bagian dari jihad bin-nafsi yang dilakukan di 
daerah perang (dar al-harb) atau dalam keadaan perang dengan 
tujuan untuk menimbulkan rasa takut (irhab) dengan kerugian yang 
lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan 
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yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. ‘Amaliyah al-
Istisyhad berbeda dengan bunuh diri. 
 
Dari uraian ketentuan fatwa sudah jelas, bahwa orang yang 
melakukan tindakan bunuh diri untuk kepentingan dirinya sendiri, 
merupakan orang yang pesimis atau keputus asaan atas dirinya sendiri 
dan atas ketentuan Allah. Sementara orang yang melakukan ‘amaliyah 
al-istisyhad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama 
dan umatnya dengan seluruh kemampuan yang dimiliki dengan tujuan 
untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah Swt. 
Bahwa orang yang melakukan bom bunuh diri hukumnya 
haram baik dilakukan di daerah damai maupun perang, sementara 
„amaliyah sl-istisyhad (mencari kesyahidan) diperbolehkan karena 
merupakan bagian dari jihad yang dilakukan di medan perang atau 
dalam keadaan peperangan yang sudah jelas mempunyai tujuan yaitu 
kerugian besar dari pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan 
yang mengakibatkan terbunuhnya  diri sendiri. Akan tetapi jika melihat 
dari beberapa kasus yang kerap terjadi khususnya di Indonesia sendiri, 
yaitu kasus aksi bom bunuh diri merupakan tindak pidana terorisme 
yang memiliki tujuan untuk menghancurkan kedaulatan bangsa secara 
sistematis dan terencana. 
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B. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Bom Bunuh Diri Dalam 
UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme Dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme 
1. Persamaan  
a. Persamaan dari segi tindak pidana 
Dari uraian pengertian diatas menurut kedua sistem hukum 
tersebut, bahwa rumusan masalah tindak pidana bom bunuh diri  
terdapat persamaan, yaitu bahwa unsur-unsur terorisme yang 
terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018 dan Fatwa MUI 
No. 3 Tahun 2004 telah memenuhi unsur tindak pidana bom bunuh 
diri, diantaranya adalah sebagai berikut: 
Dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana bom bunuh 
diri kedua sistem hukum ini juga memiliki kesamaan secara global 
yaitu sama-sama perbuatan yang dilarang oleh hukum. Menurut 
Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme memiliki unsur-unsur diantaranya adalah setiap 
orang dengan sengaja melawan hukum melalui tindakan kekerasan 
dan ancaman, merusak objek vital, lingkungan hidup, fasilitas 
publik, merampas harta dan kemerdekaan, mengakibatkan 
hilangnya nyawa yang bersifat massal dan memiliki tujuan untuk 
menghancurkan kedaulatan bangsa secara sistematis dan 
terorganisasi serta terencana. 
92 
 
Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang 
Terorisme juga memiliki unsur-unsur diantaranya tindak kejahatan 
atau melawan hukum terhadap manusia dan peradaban yang 
menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, 
ancaman terhadap keamanan, perdamaian serta merugikan 
kesejahteraan masyarakat dan salah satu bentuk kejahatan yang 
terorganisasi dengan baik, bersifat trans-nasional dan tergolong 
dalam kejahatan luar biasa yang tidak membeda-bedakan siapa 
yang menjadi korban atau sasarannya. 
b. Persamaan dari segi sanksi 
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat kita pahami bahwa 
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme, sanksi atau hukuman yang dijatuhkan 
kepada subjek pelaku tindak pidana pidana bom bunuh diri adalah 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan sanksi atau 
hukuman paling berat yaitu hukuman mati. 
Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang 
Terorisme, sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana bom 
bunuh diri yaitu jari>mah h}ira>bah atau jarimah baghyu jika tindakan 
tersebut mengandung unsur politik. Adapun sanksi atau hukuman 
yaitu ta’zi>r (penjara) dan sampai dengan yang paling berat 
dihukum mati dan disalib. Dari penjelasan diatas dapat dilihat 
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bahwa persamaan dari kedua sistem hukum  ini yaitu  mengenai 
batas minimal maksimal hukuman memiliki kesamaan, yaitu 
hukuman minimal penjara (ta’zi >r) dan maksimal yaitu hukuman 
mati meskipun dalam hal cara pelaksanaannya berbeda. 
2. Perbedaan  
a. Perbedaan dari segi sanksi 
Dilihat dari segi dasar hukum yang digunakan untuk 
menangani tindak pidana bom bunuh diri dalam Undang-undang 
No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, 
bahwa dalam undang-undang dijelaskan secara rinci mengenai 
sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme yang terdapat pada 
pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 
untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku pidana. 
Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang 
terorisme,bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana bom bunuh diri 
tidak secara rinci dijelaskan dalam fatwanya, akan tetapi dalam 
menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku aksi bom bunuh diri telah 
memenuhi unsur tindak pidana (jarima>h) hiraba>h yang dasar 
hukumnya terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 33. 
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 وُبملَصُي َْوأ ْاوُل م تَق ُي َنأ ًاداَسَف ِضْرَلأا فِ َنْوَعْسَيَو ُهَلوُسَرَو َهّللا َنُوِبراَُيُ َنيِذملا ءَازَج َا منَِّإ ْا
 ْن ِّم مُهُلُجَْرأَو ْمِهيِدَْيأ َعمطَق ُت َْوأ فِ ٌيْزِخ ُْمَلَ َكِلَذ ِضْرَلأا َنِم ْاْوَفُني َْوأ ٍفلاِخ
 ٌميِظَع ٌباَذَع َِةرِخلآا فِ ُْمَلََو اَي ْن ُّدلا-٣٣ 
 
Artinya:   
 Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, 
atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang 
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka 
didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang 
besar,maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki 
kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri 
dan kaki kanan. 
 
Apabila terjadi aksi teror bom bunuh diri yang memuat 
unsur politisasi, maka terorisme bisa di samakan pada jarima>h 
baghyu maka sanksi hukuman bagi pelakunya disebutkan dalam al-
Quran yang menerangkan kewajiban memerangi para pemberontak. 
(Q.S Al-Hujarat 49:9) 
 ىَلَع َاُهُاَدْحِإ ْتَغ َب نَِإف اَمُه َن ْ ي َب اوُحِلْصََأف اوُل َتَت ْقا َينِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَتَِفئَاط نِإَو
اوُِلتاَق َف ىَرْخُْلأا  اَمُه َن ْ ي َب اوُحِلْصََأف ْتءَاف نَِإف ِهمللا ِرَْمأ َلَِإ َءيَِفت متََّح يِغْب َت ِتِملا
 َينِطِسْقُمْلا ُّب ُِيُ َهمللا منِإ اُوطِسَْقأَو ِلْدَعْلِاب-٩  
Artinya: 
Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, 
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari 
keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka 
perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga 
golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu 
telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 
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antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, 
Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dan apabila 
ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya 
berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah 
(golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu 
kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah 
kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara 
keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah 
Mencintai orang-orang yang berlaku adil. 
 
Agar mempermudah penjelasan diatas, maka penulis 
membuat tabel ringkasan, sebagai berikut: 
Persamaan: 
No Aspek  UU No. 5 tahun 2018 Fatwa MUI  
1.  Tindak 
Pidana 
Dalam Undang-undang, 
tindak pidana bom 
bunuh diri telah 
memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana terorisme, 
yaitu setiap orang 
dengan sengaja 
menggunakan 
kekerasan atau ancaman 
kekerasan sehinggga 
menimbulkan sussana 
teror atau rasa takut 
secara meluas atau 
Dalam Fatwa MUI 
tindak pidana bom 
bunuh diri juga telaha 
memenuhi unsur-
unsur tindak pidana 
terorisme, yaitu 
tindakan kejahatan 
terhadap kemanusiaan 
dan peradaban yang 
menimbulkan 
ancaman serius 
terhadap kedaulatan 
negara, keamanan, 
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korban yang bersifat 
massal, yang dilakukan 
dengan cara merampas 
kemerdekaan orang 
lain, hilangnya nyawa 
serta harta benda orang 
lain. 
serta perdamaian 
dunia, yang bersifat 
trans-nasional dan 
termasuk kejahatan 
luar biasa karena 
tidak membeda-
bedakan siapa yang 
menjadi korban. 
2. Sanksi Batas maksimal dan 
minimal dalam 
penjatuhan hukuman 
pada pelaku tindak 
pidana bom bunuh diri, 
yaitu hukuman minimal  
penjara dan hukuman 
maksimal yaitu 
hukuman mati. 
Batas maksimal dan 
minimal dalam 
penjatuhan hukuman 
atau sanksi kepada 
pelaku tindak pidana 
bom bunuh diri yaitu 
hukuman minimal 
ta‟zir (penjara) dan 
hukuman maksimal 
yaitu hukuman mati 
meskipun cara 
pelaksanaannya 
berbeda. 
 
 
 
97 
 
Perbedaan: 
No Aspek UU Fatwa 
1. Sanksi  Dalam undang-undang  
dijelaskan secara rinci 
mengenai sanksi bagi 
pelaku tindak pidana 
bom bunuh diri yang 
terdapat pada Pasal-
pasalnya. 
Dalam fatwa MUI 
sanksi bagi pelaku 
tindak pidana bom 
bunuh diri yaitu, 
jenis hukuman 
antara besar 
kecilnya akan 
berdampak pada 
publik.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah diuraikan secara rinci dan panjang lebar mengenai tindak 
pidana bombunuh diri, maka diperoleh inti atau kesimpulan dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Bom Bunuh Diri dalam UU No. 5 Tahun 2018 dan Fatwa MUI No. 3 
Tahun 2004 
Dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak 
pidana terorisme, bahwa dalam undang-undang bom bunuh diri tidak 
disebutkan secara eksplisit, akan tetapi tindakan bom bunuh diri telah 
memenuhi unsut-unsur tindak pidana terorisme.  
Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang 
terorisme, bahwa dalam fatwa bom bunuh diri disebutkan secara 
eksplisit, bahwa pelaku bom bunuh diri dalam melakukan tindakkanya 
bisa memenuhi unsur yang terdapat dalam tindak pidana terorisme.  
2. Persamaan dan perbedaan tindak pidana bom bunuh diri dalam UU 
No. 5 Tahun 2018 dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 
Adapun persamaan tindak pidana bom bunuh diri yaitu terdapat 
pada perumusan pendefinisian tentang tindak pidana bom bunuh diri 
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dalam undang-undang maupun dalam fatwa MUI, serta persamaan 
terdapat pada batas maksimal dan minimal dalam penjatuhan hukuman 
atau sanksi kepada pelaku tindak pidana bom bunuh diri yaitu 
hukuman minimal ta’zi >r (penjara) dan hukuman maksimal yaitu 
hukuman mati meskipun cara pelaksanaannya berbeda. 
Sedangkan perbedaannya terdapat pada sanksi atau hukuman 
bagi pelaku tindak pidan bom bunuh diri, yaitu dalam undang-undang  
jelaskan secara rinci mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana 
terorisme yang terdapat pada Pasal-pasalnya. Sementara dalam fatwa 
MUI sanksi bagi pelaku tindak pidana bom bunuh diri yaitu, jenis 
hukuman antara besar dan kecilnya akan berdampak pada publik. 
B. Saran 
Setelah selesainya penulisan skripsi ini dapat kita ambil manfaat 
serta saran-saran dari penyusun yang bisa diberikan kepada para pembaca 
baik dari kalangan pelajar atau akademisi, masyarakat sipil, maupun pihak 
pemerintah adalah sebagai berikut: 
1. Untuk para akademisi dan para peneliti selanjutnya diharapkan bisa 
lebih mengembangkan teori yang relevan saat ini dengan kasus dan 
gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat serta lebih peka terhadap 
kejadian yang beberapa tahun ini kerap terjadi seperti kasus bom 
bunuh diri, sehingga bisa dapat melakukan pencegahan serta mendapat 
solusi untuk menangani pemberantasan tindak pidana bom bunuh diri 
(terorisme). 
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2. Untuk masyarakat sebaiknya ikut serta membantu pihak pemerintah 
dalam menangani kasus tindak pidana bom bunuh diri dengan cara 
terus menjaga kondisi sosial dan fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat. 
3. Untuk pemerintah sebaiknya menegakkan hukum secara tegas kepada 
siapapun tanpa memandang jabatan maupun kedudukan kekuasaan 
agar terciptanya hukum yang adil. Serta memberikan pemahaman yang 
benar atas konsep jihad yang sebenarnya. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius 
yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan 
berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, 
terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga 
pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan 
berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;
b. bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia 
dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat 
yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan 
masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia;
c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan 
kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan 
dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4284).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang 
menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban 
yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital 
yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif 
ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa 
menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, 
dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
4. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, 
gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam 
bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau 
masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
5. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom 
pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain 
yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud 
maupun yang tidak berwujud.
7. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, 
dan budaya; atau
c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
8. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara 
umum.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan 
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badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 
Tindak Pidana Terorisme.
12. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.
13. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.
14. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-
Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 5
Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana 
politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan.”
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 6
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang 
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang
bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang 
lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan
hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 10A
(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, 
dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur 
hidup, atau pidana mati.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan 
Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, 
bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti 
digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
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yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga 
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 12A
(1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau 
mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri 
dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi 
anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi 
Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 
(tujuh) tahun.
(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 12B
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan 
militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, 
dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, 
dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk 
mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan 
tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak 
untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah 
terpidana selesai menjalani pidana pokok.”
6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 13A
Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja 
menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut 
orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat 
mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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“Pasal 14
Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana 
Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, 
Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana
yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 
9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 
13A.”
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 15
Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk 
melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 
9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A 
dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan
huruf c, dan Pasal 13A.”
9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 16A
Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman 
pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).”
10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 25
(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana 
Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini.
(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka 
dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan 
perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam 
puluh) hari.
(4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak 
mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan 
negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
(5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap 
terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
(6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat
diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri 
untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi 
manusia.
(8) Se tiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
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11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 28
(1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak
Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 
(empat belas) hari.
(2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik
dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan
penyidik.
(3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi 
prinsip hak asasi manusia.
(4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
12. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 28A
Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam jangka waktu 
paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.”
13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 31
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman 
lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang 
sedang diperiksa; dan
b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan
untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, 
serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat 
penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis 
penyidik atau atasan penyidik.
(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 
(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak 
Pidana Terorisme.
(5) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan 
dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika.”
14. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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“Pasal 31A
Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang 
yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme 
dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan 
kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.”
15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 33
(1) Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan 
beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi pelindungan oleh 
negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik 
sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”
16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 34
(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut
umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya berupa:
a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
b. kerahasiaan identitas; dan
c. bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, 
hakim, dan petugas pemasyarakatan.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat penegak hukum dan 
aparat keamanan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
17. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 34A
(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan 
saksi beserta keluarganya berupa:
a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
b. kerahasiaan identitas;
c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka
dengan terdakwa; dan
d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat
komunikasi audio visual.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
(3) Tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.”
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18. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“BAB VI
PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN”
19. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga 
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 35A
(1) Korban merupakan tanggung jawab negara.
(2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Korban langsung; atau
b. Korban tidak langsung.
(3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah 
tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.
(4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. bantuan medis;
b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
d. kompensasi.
Pasal 35B
(1) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang 
meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan 
huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan 
saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
(2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya 
Tindak Pidana Terorisme.
(3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi
yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 36
(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada 
Korban atau ahli warisnya.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada 
negara.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli 
warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan 
korban, dimulai sejak saat penyidikan.
(4) Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di 
bidang pelindungan saksi dan korban.
8/27
www.hukumonline.com/pusatdata
(5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita 
Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
(6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam 
amar putusan pengadilan.
(7) Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, 
kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan 
saksi dan korban.
(8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada 
Korban tetap diberikan.
(9) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa 
pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.
(10)  Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga 
yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.”
21. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga 
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36A
(1) Korban berhak mendapatkan restitusi.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh 
pelaku kepada Korban atau ahli warisnya.
(3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada
penyidik sejak tahap penyidikan.
(4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam 
tuntutan.
(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam 
amar putusan pengadilan.
(6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.
Pasal 36B
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran 
kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.”
22. Pasal 37 dihapus.
23. Pasal 38 dihapus.
24. Pasal 39 dihapus.
25. Pasal 40 dihapus.
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26. Pasal 41 dihapus.
27. Pasal 42 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 43 tetap, penjelasan Pasal 43 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan 
pasal demi pasal.
29. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB 
VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:
“BAB VIIA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43A
(1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
(2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi 
secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan 
prinsip kehati-hatian.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. kesiapsiagaan nasional;
b. kontra radikalisasi; dan
c. deradikalisasi.
Bagian Kedua
Kesiapsiagaan Nasional
Pasal 43B
(1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya 
Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan 
berkesinambungan.
(2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan 
oleh Pemerintah.
(3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan 
di bidang penanggulangan terorisme.
(4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan
masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana 
prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal 
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Terorisme.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Kontra Radikalisasi
Pasal 43C
(1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan 
berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan 
terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham 
radikal Terorisme.
(2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang 
dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan 
terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak 
langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Deradikalisasi
Pasal 43D
(1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan 
berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan 
membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
(2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
a. tersangka;
b. terdakwa;
c. terpidana;
d. narapidana;
e. mantan narapidana Terorisme; atau
f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
(3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang 
dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan 
terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan 
huruf d diberikan melalui tahapan:
a. identifikasi dan penilaian;
b. rehabilitasi;
c. reedukasi; dan
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d. reintegrasi sosial.
(5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:
a. pembinaan wawasan kebangsaan;
b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
c. kewirausahaan.
(6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan 
identifikasi dan penilaian.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIIB
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Pasal 43E
(1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya 
disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden.
(2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis 
yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah 
penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.
(3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik 
Indonesia.
Pasal 43F
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang 
penanggulangan Terorisme;
b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang 
penanggulangan Terorisme; dan
c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
Pasal 43G
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme bertugas:
a. merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional
penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan 
deradikalisasi;
b. mengkoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;
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c. mengkoordinasikan program pemulihan Korban; dan
d. merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional
penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.
Pasal 43H
Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan 
Peraturan Presiden.
Bagian Kedua
Peran Tentara Nasional Indonesia
Pasal 43I
(1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari 
operasi militer selain perang.
(2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 43J
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan 
Terorisme.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan Terorisme diatur dengan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
BAB VIIC
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43K
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme 
yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Pasal 43L
(1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini 
mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi 
psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi 
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psikososial dan psikologis.
(2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan 
kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang 
menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
(3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan 
psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.
(5) Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan 
urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
(6) Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban setelah mendapatkan 
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta 
pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
30. Pasal 46 dihapus.
31. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B yang 
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 46A
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan Tindak Pidana Terorisme yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana 
pendanaan terorisme.
Pasal 46B
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung 
sejak Undang-Undang ini diundangkan.”
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
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JOKO WIDODO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Juni 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 92
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
I. UMUM
Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan 
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan 
suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak
atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau 
fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan 
keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan 
manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.
Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki 
kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara 
yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi,
dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk 
menanggulanginya.
Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu 
serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara
dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat
oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.
Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan 
organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau 
organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana 
Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan 
berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, 
ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah 
pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan 
mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme 
yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional 
maupun internasional.
Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan
normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, 
rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. 
Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban 
untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban.
Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan 
terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan 
secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh 
komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang 
dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan fungsi 
kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan
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dalam hal ini badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
melaksanakan tugas di bidang penanggulangan Terorisme. Selain itu, penanganan Tindak Pidana 
Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara
Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi Terorisme. Peran 
Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas 
dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.
Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan 
kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk 
memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara 
proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, pelindungan 
hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang.
Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:
a. kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan 
Peledak, mengikuti pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di 
luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
b. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, 
persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
c. perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, 
pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
d. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka 
waktu tertentu;
e. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, 
penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan 
penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
f. pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
g. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi 
dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme; dan
h. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, 
dan pengawasannya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 5
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Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 6
Yang dimaksud dengan "korban yang bersifat massal" adalah korban yang berjumlah banyak.
Angka 4
Pasal 10A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud 
maupun tidak berwujud, antara lain informasi, peta, gambar, dan citra.
Angka 5
Pasal 12A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestin yaitu rahasia,
diam-diam atau gerakan bawah tanah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pelatihan lain" misalnya pelatihan teknologi informasi dan pelatihan merakit 
bom. Yang dimaksud dengan "ikut berperang" antara lain ikut membantu, baik langsung maupun tidak 
langsung dalam perang, contohnya sebagai tenaga medis, logistik, dan kurir.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 13A
Yang dimaksud dengan "dapat mengakibatkan" dalam ketentuan ini ditujukan bagi Setiap Orang yang 
terdeteksi dan/atau memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja mengucapkan 
ucapan, sikap atau perilaku dengan tujuan menghasut melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.
Angka 7
Pasal 14
Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektual.
Yang dimaksud dengan "menggerakkan" antara lain melakukan hasutan dan provokasi, memberikan hadiah,
uang, atau janji.
Angka 8
Pasal 15
Ketentuan ini merupakan aturan khusus, karena itu tidak berlaku ancaman pidana pada permufakatan jahat, 
persiapan, percobaan dan pembantuan tindak pidana yang lebih rendah daripada ancaman tindak pidana 
yang telah selesai.
Yang dimaksud dengan "persiapan" dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau 
menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau 
melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang 
secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme.
Angka 9
Pasal 16A
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
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Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Dalam ketentuan ini, penahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia 
antara lain tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, 
dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam ketentuan ini, penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia 
antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak 
direndahkan martabatnyasebagai manusia.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 28A
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 31
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 31A
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 33
Cukup jelas.
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Angka 16
Pasal 34
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 34A
Cukup jelas.
Angka 18
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 35A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Korban langsung" adalah Korban yang langsung mengalami dan 
merasakan akibat Tindak Pidana Terorisme, misalnya Korban meninggal atau luka berat karena
ledakan bom.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Korban tidak langsung" adalah mereka yang menggantungkan 
hidupnya kepada Korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan 
Korban langsung atau sebaliknya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 35B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan instansi/lembaga terkait antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah,
swasta, dan organisasi nonpemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 20
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Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. 
Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak 
Pidana Terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan 
rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiel dan imateriel.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 36A
Cukup jelas.
Pasal 36B
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 37
Dihapus.
Angka 23
Pasal 38
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Dihapus.
Angka 24
Pasal 39
Dihapus.
Angka 25
Pasal 40
Dihapus.
Angka 26
Pasal 41
Dihapus.
Angka 27
Pasal 42
Dihapus.
Angka 28
Pasal 43
Ketentuan ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan 
Korban.
Angka 29
Pasal 43A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah suatu asas yang 
menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas pencegahan, pejabat yang berwenang 
selalu bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka memberikan pelindungan hukum dan hak 
perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pejabat tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 43B
Cukup jelas.
Pasal 43C
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi" adalah berbagai 
upaya untuk melawan paham radikal Terorisme dalam bentuk lisan, tulisan, dan media literasi lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 43D
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "terencana" adalah berdasarkan kebijakan dan rencana strategis nasional.
Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah melalui tahapan dan program tertentu.
Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah dilakukan secara terus-menerus
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal 
Terorisme" adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal Terorisme dan 
berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "identifikasi dan penilaian" adalah penggambaran secara rinci tingkat 
keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan 
sehingga dapat diketahui tingkat radikal Terorismenya.
Huruf b
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Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan 
tingkat radikal Terorisme seseorang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "reedukasi" adalah pembinaan atau penguatan kepada seseorang agar
meninggalkan paham radikal Terorisme.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 
orang yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan 
masyarakat.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 43E
Ayat (1)
Penyebutan "badan" yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dimaknai sebagai Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 43F
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam ketentuan ini "menyelenggarakan koordinasi" dimaksudkan untuk mencapai sinergi 
antarlembaga terkait.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 43G
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan antarpenegak hukum" adalah koordinasi yang dilakukan 
oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan penyidik, penuntut umum, dan petugas 
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pemasyarakatan termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 43H
Cukup jelas.
Pasal 431
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional 
Indonesia" adalah tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Pertahanan Negara.
Ayat (3)
Pembentukan Peraturan Presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pasal 43J
Cukup jelas.
Pasal 43K
Cukup jelas.
Pasal 43L
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum 
Undang-Undang ini mulai berlaku" adalah Korban yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme 
yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 46
Dihapus.
Angka 31
Pasal 46A
Cukup jelas.
Pasal 46B
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6216
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FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 3 Tahun 2004
Tentang
TERORISME
Majelis Ulama Indonesia, setelah:
Menimbang :
10
a. Bahwa tindakan terorisme dengan berbagai 
bentuknya yang terjadi akhir-akhir ini di 
beberapa negara, termasuk Indonesia, telah 
menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta 
rasa tidak aman di kalangan masyarakat;
b. Bahwa terhadap tindakan terorisme terjadi 
beberapa persepsi: sebagian mengang-
gapnya sebagai ajaran agama Islam dan 
karena itu, ajaran agama Islam dan umat 
Islam harus diwaspadai; sedang sebagian 
yang lain menganggapnya sebagai jihad 
yang diajarkan oleh Islam; dan karenanya 
harus dilaksanakan walaupun harus dengan 
menanggung resiko terhadap harta dan jiwa 
sendiri maupun orang lain;
c. Bahwa Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa 
seIndonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 
H./16 Desember 2003 telah menfatwakan 
tentang Terorisme;
d. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama 
TERORISME
AISENODNI AMALU SILEJAM AWTAF NANUPMIH

 nakpatenem ulrep gnadnamem aisenodnI
 nakidajid kutnu emsiroreT gnatnet awtaf
.namodep
:nial aratna ,TWS hallA namriF .1 : tagnigneM
 gnaro-gnaro igab nasalab aynhuggnuseS“
 nad ayN-lusaR nad hallA ignaremem gnay
 akum id nakasurek nakukalem ahasureb
 bilasid uata hunubid akerem utiay ,imub
 akerem ikak nad nagnat gnotopid uata
 utaus uti naikimed gnaY .gnalisreb araces
 nakgnades ainud id akerem igab naanihek
 gnay askis tapadnem akerem tarihka id
.)33 : ]5[ hadiaM-lA SQ( ”.hidep
 igab )gnarepreb( nakniziid haleT“
 anerak ,ignarepid gnay gnaro-gnaro
 naD .ayainaid halet akerem aynhuggnuses
 gnolonem asauK ahaM hallA aynhuggnuses
 risuid gnay gnaro-gnaro utiay ,akerem
 nasala apnat aynnamalah gnupmak irad
 atakreb aynah akerem ilaucek raneb gnay
 jjaH-lA .SQ( ”hallA halaynah imak nahuT
)04-93 : ]22[
فيويسعونَورسولَهاللّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما
أَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَساداًاَلأرضِ
لَهمذَلكاَلأرضِمنينفَواْأَوخلافمنوأَرجلُهم
:المائدة)عظيمعذَابالآخرةفيولَهمالدنيافيخزي
(.
نصرِهمعلَىاللَّهوإِنَّظُلموابِأَنهميقَاتلُونَللَّذينأُذنَ
أَنإِلَّاحقبِغيرِديارِهممنأُخرِجواالَّذين  لَقَدير
(-:الحجاللَّهربنايقُولُوا
الْخيلِرباطومنقُوةمناستطَعتممالَهمدواْوأَع
لاَدونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللّهعدوبِهترهبونَ
(:الأنفال...)يعلَمهماللّهتعلَمونهم

يفْعلْومن.حيماًربِكُمكَانَاللّهإِنَّأَنفُسكُمتقْتلُواْولاَ
علَىذَلكوكَانَناراًنصليهفَسوفوظُلْماًعدواناًذَلك
(-:النساء)يِسيراًاللّه
فَكَأَنمااَلأرضِفيفَسادأَونفْسٍبِغيرِنفْساًقَتلَمن
(:المائدة...)جميعاًالناسقَتلَ

(:البقرة...)التهلُكَةإِلَىبِأَيديكُمتلْقُواْولاَ


ابنعنداودأبورواه)مسلماًيروعأَنْلمسلمٍيحلُّلاَ
(عمر
حتىتلْعنهالْملاَئكَةَفَإِنَّبِحديدةأَخيهإِلَىأَشارمن
(مسلمرواه)ينتهِي
جهنمنارِفيفَهونفْسهفَقَتلَجبلٍمنتردىمن
عنومسلمالبخاريأخرجه)مخلَّداخالدافيهايتردى
(ضحاك
.الْعامالضررِلدفْعِالْخاصالضرريتحملُ
تكَابِبِارضرراًأَعظَمهماروعيمفْسدتانتعارضإِذَا
.أَخفِّهِما
.وأَخافَهمالسلاَحالناسِعلَىحملَمن
فيويسعونَورسولَهاللّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما
أَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَساداًاَلأرضِ
لَهمذَلكاَلأرضِمنينفَواْأَوخلافمنوأَرجلُهم
:المائدة)عظيمعذَابالآخرةفيولَهمالدنيافيخزي
(.
نصرِهمعلَىاللَّهوإِنَّظُلموابِأَنهميقَاتلُونَللَّذينأُذنَ
أَنإِلَّاحقبِغيرِديارِهممنأُخرِجواالَّذين  لَقَدير
(-:الحجاللَّهربنايقُولُوا
الْخيلِرباطومنقُوةمناستطَعتممالَهمدواْوأَع
لاَدونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللّهعدوبِهترهبونَ
(:الأنفال...)يعلَمهماللّهتعلَمونهم

يفْعلْومن.حيماًربِكُمكَانَاللّهإِنَّأَنفُسكُمتقْتلُواْولاَ
علَىذَلكوكَانَناراًنصليهفَسوفوظُلْماًعدواناًذَلك
(-:النساء)يِسيراًاللّه
فَكَأَنمااَلأرضِفيفَسادأَونفْسٍبِغيرِنفْساًقَتلَمن
(:المائدة...)جميعاًالناسقَتلَ

(:البقرة...)التهلُكَةإِلَىبِأَيديكُمتلْقُواْولاَ


ابنعنداودأبورواه)مسلماًيروعأَنْلمسلمٍيحلُّلاَ
(عمر
حتىتلْعنهالْملاَئكَةَفَإِنَّبِحديدةأَخيهإِلَىأَشارمن
(مسلمرواه)ينتهِي
جهنمنارِفيفَهونفْسهفَقَتلَجبلٍمنتردىمن
عنومسلمالبخاريأخرجه)مخلَّداخالدافيهايتردى
(ضحاك
.الْعامالضررِلدفْعِالْخاصالضرريتحملُ
تكَابِبِارضرراًأَعظَمهماروعيمفْسدتانتعارضإِذَا
.أَخفِّهِما
.وأَخافَهمالسلاَحالناسِعلَىحملَمن
فيويسعونَورسولَهاللّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما
أَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَساداًاَلأرضِ
لَهمذَلكاَلأرضِمنينفَواْأَوخلافمنوأَرجلُهم
:المائدة)عظيمعذَابالآخرةفيولَهمالدنيافيخزي
(.
نصرِهمعلَىاللَّهوإِنَّظُلموابِأَنهميقَاتلُونَللَّذينأُذنَ
أَنإِلَّاحقبِغيرِديارِهممنأخرجواالَّذين  لَقَدير
(-:الحجاللَّهربنايقُولُوا
الْخيلِرباطومنقُوةمناستطَعتمملَهمدواْوأَع
لاَدونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللّهعدوبِهترهبونَ
(:الأنفال...)ي لَمهماللّهتعلَمونهم
يفْعلْومن.حيماًربِكُمكَانَلّهإِنَّأنفُسكُمقْتلُواْ
علَىذَلكوكَانَناراًنصليهفَسوفوظُلْماًعدواناًذَلك
(-:النساء)يِسيراًاللّه
فَكَأَنمااَلأرضِفيفَسادأَونفْسٍبِغيرِنفْساًقَتلَمن
(:المائدة...)جميعاًالناسقَتلَ

(:البقرة...)التهلُكَةإِلَىبِأَيديكُمتلْقُواْولاَ


ابنعنداودأبورواه)مسلماًيروعأَنْلمسلمٍيحلُّلاَ
(عمر
حتىتلْعنهالْملاَئكَةَفَإِنَّبِحديدةأَخيهإِلَىأَشارمن
(مسلمرواه)ينتهِي
جهنمنارِفيفَهونفْسهفَقَتلَجبلٍمنتردىمن
عنومسلمالبخاريأخرجه)مخلَّداخالدافيهايتردى
(ضحاك
.الْعامالضررِلدفْعِالْخاصالضرريتحملُ
تكَابِبِارضرراًأَعظَمهماروعيمفْسدتانتعارضإِذَا
.أَخفِّهِما
.وأَخافَهمالسلاَحالناسِعلَىحملَمن
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 ipadahgnem kutnu halnakpais naD“
 umak gnay ajas apa nataukek akerem
 tabmatid gnay aduk irad nad ipuggnas
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 ,hallA husum nakratneggnem umak )uti
 niales gnay gnaro-gnaro nad umhusum
 ;ayniuhategnem kadit umak gnay akerem
-la .SQ( ”.ayniuhategnem hallA nakgnades
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 .umirid hunubmem umak halnagnaj naD“
 gnayayneP ahaM hallA aynhuggnuseS
 taubreb apaisgnarab naD .umak adapek
 ayainaid nad raggnalem nagned naikimed
 ek aynnakkusamem naka kalek imaK akam
 halada uti naikimed gnaY .akaren malad
)03-92 :]4[ ’asiN-nA SQ( ”hallA igab hadum
 gnaroes hunubmem gnay apais gnaraB“
 hunubmem uti gnaro anerak nakub aisunam
 taubmem anerak nakub uata nial gnaro
 naka-nakaes akam imub akum id nakasurek
 ”…aynhurules aisunam hunubmem halet ai
)23 : ]5[ hadiaM-lA .SQ(
 umirid nakhutajnem umak halnagnaj naD“
-la .SQ( ”…naasanibek malad ek iridnes
 )591 :]2[ haraqaB
: WAS ibaN sidah-sidaH .2
فيويسعونَورسولَهاللّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما
أَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَساداًاَلأرضِ
لَهمذَلكاَلأرضِمنينفَواْأَوخلافمنوأَرجلُهم
:المائدة)عظيمعذَابالآخرةفيولَهمالدنيافيخزي
(.
نصرِهمعلَىاللَّهوإِنَّظُلموابِأَنهميقَاتلُونَللَّذينأُذنَ
أَنإِلَّاحقبِغيرِديارِهممنأُخرِجواالَّذين  لَقَدير
(-:الحجاللَّهربنايقُولُوا
الْخيلِرباطومنقُوةمناستطَعتممالَهمدواْوأَع
لاَدونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللّهعدوبِهترهبونَ
(:الأنفال...)يعلَمهماللّهتعلَمونهم

يفْعلْومن.حيماًربِكُمكَانَاللّهإِنَّأَنفُسكُمتقْتلُواْولاَ
علَىذَلكوكَانَناراًنصليهفَسوفوظُلْماًعدواناًذَلك
(-:النساء)يِسيراًاللّه
فَكَأَنمااَلأرضِفيفَسادأَونفْسٍبِغيرِنفْساًقَتلَمن
(:المائدة...)جميعاًالناسقَتلَ

(:البقرة...)التهلُكَةإِلَىبِأَيديكُمتلْقُواْولاَ


ابنعنداودأبورواه)مسلماًيروعأَنْلمسلمٍيحلُّلاَ
(عمر
حتىتلْعنهالْملاَئكَةَفَإِنَّبِحديدةأَخيهإِلَىأَشارمن
(مسلمرواه)ينتهِي
جهنمنارِفيفَهونفْسهفَقَتلَجبلٍمنتردىمن
عنومسلمالبخاريأخرجه)مخلَّداخالدافيهايتردى
(ضحاك
.الْعامالضررِلدفْعِالْخاصالضرريتحملُ
تكَابِبِارضرراًأَعظَمهماروعيمفْسدتانتعارضإِذَا
.أَخفِّهِما
.وأَخافَهمالسلاَحالناسِعلَىحملَمن
فيويسعونَورسولَهاللّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما
أَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَساداًاَلأرضِ
لَهمذَلكاَلأرضِمنينفَواْأَوخلافمنوأَرجلُهم
:المائدة)عظيمعذَابالآخرةفيولَهمالدنيافيخزي
(.
نصرِهمعلَىاللَّهوإِنَّظُلموابِأَنهميقَاتلُونَللَّذينأُذنَ
أَنإِلَّاحقبِغيرِديارِهممنأُخرِجواالَّذين  لَقَدير
(-:الحجاللَّهربنايقُولُوا
الْخيلِرباطومنقُوةمناستطَعتممالَهمدواْوأَع
لاَدونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللّهعدوبِهترهبونَ
(:الأنف ل... )يعلَمهماللّهتعلَمونهم

يفْعلْومن.حيماًربِكُمكَانَاللّهإِنَّأَنفُسكُمتقْتلُواْولاَ
علَىذَلكوكَانَناراًنصليهفَسوفوظلْماًعدواناًذَلك
(-:النساء)يِسيراًاللّه
فَكَأَنمااَلأرضِفيفَسادأَونفْسٍبِغيرِنفْساًقَتلَمن
(:المائدة...)جميعاًالناسقَتلَ

(:البقرة...)التهلُكَةإِلَىبِأَيديكُمتلْقُواْولاَ


ابنعنداودأبورواه)مسلماًيروعأَنْلمسلمٍيحلُّلاَ
(عمر
حتىتلْعنهالْملاَئكَةَفَإِنَّبِحديدةأَخيهإِلَىأَشارمن
(مسلمرواه)ينتهِي
جهنمنارِفيفَهونفْسهفَقَتلَجبلٍمنتردىمن
عنومسلمالبخاريأخرجه)مخلَّداخالدافيهايتردى
(ضحاك
.الْعامالضررِلدفْعِالْخاصالضرريتحملُ
تكَابِبِارضرراًأَعظَمهماروعيمفْسدتانتعارضإِذَا
.أَخفِّهِما
.وأَخافَهمالسلاَحالناسِعلَىحملَمن
فيويسعونَورسولَهاللّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما
أَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَساداًاَلأرضِ
لَهمذَلكاَلأرضِمنينفَواْأَوخلافمنوأَرجلُهم
:المائدة)عظيمعذَابالآخرةفيولَهمالدنيافيخزي
(.
نصرِهمعلَىاللَّهوإِنَّظُلموابِأَنهميقَاتلُونَللَّذينأُذنَ
أَنإِلَّاحقبِغيرِديارِهممنأُخرِجواالَّذين  لَقَدير
(-:الحجاللَّهربنايقُولُوا
الْخيلِرباطومنقُوةمناستطَعتممالَهمدواْوأَع
لاَدونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللّهعدوبِهترهبونَ
(:الأنفال...)يعلَمهماللّهتعلَمونهم

يفْعلْومن.حيماًربِكُمكَانَاللّهإِنَّأَنفُسكُمتقْتلُواْولاَ
علَىذَلكوكَانَناراًنصليهفَسوفوظُلْماًعدواناًذَلك
(-:النساء)يِسيراًاللّه
فَكَأَنمااَلأرضِفيفَسادأَونفْسٍبِغيرِنفْساًقَتلَمن
(:المائدة...)جميعاًالناسقَتلَ

(:البقرة...)التهلُكَةإِلَىبِأَيديكُمتلْقُواْولاَ


ابنعنداودأبورواه)مسلماًيروعأَنْلمسلمٍيحلُّلاَ
(عمر
حتىتلْعنهالْملاَئكَةَفَإِنَّبِحديدةأَخيهإِلَىأَشارمن
(مسلمرواه)ينتهِي
جهنمنارِفيفَهونفْسهفَقَتلَجبلٍمنتردىمن
عنومسلمالبخاريأخرجه)مخلَّداخالدافيهايتردى
(ضحاك
.الْعامالضررِلدفْعِالْخاصالضرريتحملُ
تكَابِبِارضرراًأَعظَمهماروعيمفْسدتانتعارضإِذَا
.أَخفِّهِما
.وأَخافَهمالسلاَحالناسِعلَىحملَمن
فيويسعونَرسولَهاللّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما
أَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَساداًاَلأرضِ
لَهمذَلكاَلأرضِمنينفَواْأَوخلافمنأَرجلُهم
:المائدة)عظيمعذَابالآخرةفيولَهمالدنيافيخزي
(.
نصرِهمعلَىاللَّهوإِنَّظُلموابِأَنهميقَاتلُونَللَّذينأُذنَ
أَنإِلَّاحقبِغيرِديارِهممنأُخرِجواالَّذين  لَقَدير
(-:الحج اللَّهربنايقُولُ ا
الْخيلِرباطومنقُوةمناستطَعتممالَهمدواْوأَع
لاَدونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللّهعدوبِهترهبونَ
(:الأنفال...)يعلَمهماللّهتعلَمونهم

يفْعلْومن.حيماًربِكُمكَانَاللّهإِنَّأَنفُ كُمتقْتلُواْولاَ
علَىذَلكوكَانَناراًنصليهفَسوفوظُلْماًعدواناًذَلك
(-:النساء)يِسيراًاللّه
فَكَأَنمااَلأرضِفيفَسادأَونفْسٍبِغيرِنفْ اًقَت َمن
(:المائدة...)جميعاًالناسقَتلَ

(:البقرة...)التهلُكَةإِلَىبِأَيديكُمتلْقُواْولاَ


ابعندا دأبورواه)مسلماًيروعأَنْلمسلمٍيحلُّلاَ
(عمر
حتىتلْعنهالْملاَئكَةَفَإِنَّبِح يدةأَخيهإِلَىأَشار 
(م لمرواه)ينتهِي
جهنمنارِفيفَهونفْسهفَقَتلَجبلٍمنتردىمن
عنومسلمالبخاريأخرجه)مخلَّداخالدافيهايتردى
(ضحاك
.الْعامالضررِلدفْعِالْخاصالضرريتحملُ
تكَابِبِارضرراًأَعظَم ماروعيمفْسدتانتعارضإِذَا
.أَخفِّهِما
.وأَخافَهمالسلاَحالناسِعلَىحملَمن
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فيويسعونَورسولَهاللّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما
أَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَساداًاَلأرضِ
لَهمذَلكاَلأرضِمنينفَواْأَوخلافمنوأَرجلُهم
:المائدة)عظيمعذَابالآخرةفيولَهمالدنيافيخزي
(.
نصرِهمعلَىاللَّهوإِنَّظُلموابِأَنهميقَاتلُونَللَّذينأُذنَ
أَنإِلَّاحقبِغيرِديارِهممنأُخرِجواالَّذين  لَقَدير
(-:الحجاللَّهربنايقُولُوا
الْخيلِرباطومنقُوةمناستطَعتممالَهمدواْوأَع
لاَدونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللّهعدوبِهترهبونَ
(:الأنفال...)يعلَمهماللّهتعلَمونهم

يفْعلْومن.حيماًربِكُمكَانَاللّهإِنَّأَنفُسكُمتقْتلُواْولاَ
علَىذَلكوكَانَناراًنصليهفَسوفوظُلْماًعدواناًذَلك
(-:النساء)يِسيراًاللّه
فَكَأَنمااَلأرضِفيفَسادأَونفْسٍبِغيرِنفْساًقَتلَمن
(:المائدة...)جميعاًالناسقَتلَ

(:البقرة...)التهلُكَةإِلَىبِأَيديكُمتلْقُواْولاَ


ابنعنداودأبورواه)مسلماًيروعأَنْلمسلمٍيحلُّلاَ
(عمر
حتىتلْعنهالْملاَئكَةَفَإِنَّبِحديدةأَخيهإِلَىأَشارمن
(مسلمرواه)ينتهِي
جهنمنارِفيفَهونفْسهفَقَتلَجبلٍمنتردىمن
عنومسلمالبخاريأخرجه)مخلَّداخالدافيهايتردى
(ضحاك
.الْعامالضررِلدفْعِالْخاصالضرريتحملُ
تكَابِبِارضرراًأَعظَمهماروعيمفْسدتانتعارضإِذَا
.أَخفِّهِما
.وأَخافَهمالسلاَحالناسِعلَىحملَمن
فيويسعونَورسولَهاللّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما
أَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَساداًاَلأرضِ
لَهمذَلكاَلأرضِمنينفَواْأَوخلافمنوأَرجلُهم
:المائدة)عظيمعذَابالآخرةفيولَهمالدنيافيخزي
(.
نصرِهمعلَىاللَّهوإِنَّظُلموابِأَنهميقَاتلُونَللَّذينأُذنَ
أَنإِلَّاحقبِغيرِديارِهممنأُخرِجواالَّذين  لَقَدير
(-:الحجاللَّهربنايقُولُوا
الْخيلِرباطومنقُوةمناستطَعتممالَهمدواْوأَع
لاَدونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللّهعدوبِهترهبونَ
(:الأنفال...)يعلَمهماللّهتعلَمونهم

يفْعلْومن.حيماًربِكُمكَانَاللّهإِنَّأَنفُسكُمتقْتلُواْولاَ
علَىذَلكوكَانَناراًنصليهفَسوفوظُلْماًعدواناًذَلك
(-:النساء)يِسيراًاللّه
فَكَأَنمااَلأرضِفيفَسادأَونفْسٍبِغيرِنفْساًقَتلَمن
(:المائدة...)جميعاًالناسقَتلَ

(:البقرة...)التهلُكَةإِلَىبِأَيديكُمتلْقُواْولاَ


ابنعنداودأبورواه)مسلماًيروعأَنْلمسلمٍيحلُّلاَ
(عمر
حتىتلْعنهالْملاَئكَةَفَإِنَّبِحديدةأَخيهإِلَىأَشارمن
(مسلمرواه)ينتهِي
جهنمنارِفيفَهونفْسهفَقَتلَجبلٍمنتردىمن
عنومسلمالبخاريأخرجه)مخلَّداخالدافيهايتردى
(ضحاك
.الْعامالضررِلدفْعِالْخاصالضرريتحملُ
تكَابِبِارضرراًأَعظَمهماروعيمفْسدتانتعارضإِذَا
.أَخفِّهِما
.وأَخافَهمالسلاَحالناسِعلَىحملَمن
فيويسعونَورسولَهاللّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما
أَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَساداًاَلأرضِ
لَهمذَلكاَلأرضِمنينفَواْأَوخلافمنوأَرجلُهم
:المائدة)عظيمعذَابالآخرةفيولَهمالدنيافيخزي
(.
نصرِهمعلَىاللَّهوإِنَّظُلموابِأَنهميقَاتلُونَللَّذينأُذنَ
أَنإِلَّاحقبِغيرِديارِهممنأُخرِجواالَّذين  لَقَدير
(-:الحجاللَّهربنايقُولُوا
الْخيلِرباطومنقُوةمناستطَعتممالَهمدواْوأَع
لاَدونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللّهعدوبِهترهبونَ
(:الأنفال...)يعلَمهماللّهتعلَمونهم

يفْعلْومن.حيماًربِكُمكَانَاللّهإِنَّأَنفُسكُمتقْتلُواْو َ
علَىذَلكوكَانَناراًنصليهفَسوفوظُلْماًعدواناًذَلك
(-:النساء)يِسيراًاللّه
فَكَأَنمااَلأرضِفيفَسادأَونفْسٍبِغيرِنفْساًقَتلَمن
(:المائدة...)جميعاًالناسقَتلَ

(:البقرة...)التهلُكَةإِلَىبِأَيديكُمتلْقُواْولاَ


ابنعنداودأبورواه)مسلماًيروعأَنْلمسلمٍيحلُّلاَ
(عمر
حتىتلْعنهالْملاَئكَةَفَإِنَّبِحديدةأَخيهإِلَىأَشارمن
(مسلمرواه)ينتهِي
جهنمنارِفيفَهونفْسهفَقَتلَجبلٍمنتردىمن
عنومسلمالبخاريأخرجه)مخلَّداخالدافيهايتردى
(ضحاك
.الْعامالضررِلدفْعِالْخاصالضرريتحملُ
تكَابِبِارضرراًأَعظَمهماروعيمفْسدتانتعارضإِذَا
.أَخفِّهِما
.وأَخافَهمالسلاَحالناسِعلَىحملَمن
فيويسعونَورسولَهاللّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما
أَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَساداًاَلأرضِ
لَهمذَلكاَلأرضِمنينفَواْأَوخلافمنوأَرجلُهم
:المائدة)عظيمعذَابالآخرةفيولَهمالدنيافيخزي
(.
نصرِهمعلَىاللَّهوإِنَّظُلموابِأَنهميقَاتلُونَللَّذينأُذنَ
أَنإِلَّاحقبِغيرِديارِهممنأُخرِجواالَّذين لَقَدير
(-:الحجاللَّهربنايقُولُوا
الْخيلِرباطومنقُوةمناستطَعتممالَهمدواْوأَع
لاَدونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللّهعدوبِهترهبونَ
(:الأنفال...)يعلَمهماللّهتعلَمونهم

يفْعلْومن.حيماًربِكُمكَانَاللّهإِنَّأَنفُسكُمتقْتلُواْولاَ
علَىذَلكوكَانَناراًنصليهفَسوفوظُلْماًعدواناًذَلك
(-:النساء)يِسيراًاللّه
فَكَأَنمااَلأرضِفيفَسادأَونفْسٍبِغيرِنفْساًقَتلَمن
(:المائدة...)جميعاًالناسقَتلَ

(:البقرة...)التهلُكَةإِلَىبِأَيديكُمتلْقُواْولاَ


ابنعنداودأبورواه)مسلماًيروعأَنْلمسلمٍيحلُّلاَ
(عمر
حتىتلْعنهالْملاَئكَةَفَإِنَّبِحديدةأَخيهإِلَىأَشارمن
(مسلمرواه)ينتهِي
جهنمنارِفيفَهونفْسهفَقَتلَجبلٍمنتردىمن
عنومسلمالبخاريأخرجه)مخلَّداخالدافيهايتردى
(ضحاك
.الْعامالضررِلدفْعِالْخاصالضرريتحملُ
تكَابِبِارضرراًأَعظَمهماروعيمفْسدتانتعارضإِذَا
.أَخفِّهِما
.وأَخافَهمالسلاَحالناسِعلَىحملَمن
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1. Terorisme telah memenuhi unsur tindak 
pidana (jarimah) hirabah dalam khazanah 
fiqih Islam. Para fuqaha mendefinisikan al-
muharib (pelaku hirabah) dengan:
“Orang yang mengangkat senjata melawan 
orang banyak dan menakut-nakuti mereka 
(menimbulkan rasa takut di kalangan 
masyarakat).”
2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia tentang Fatwa Terorisme, tanggal 
22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
3. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 
05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.
Memperhatikan :
امنِإءازجنيذَّلاَنوبِراحيهّللاهَلوسروَنوعسيويف
ِضرَلأاًاداسَفنَأْاوُلتَقيوَأْاوبَّلصيوَأعَّطَقتمِهيديَأ
مهُلجرَأونمفلاخوَأْاوَفنينمِضرَلأاكلَذمهَل
يزخيفايندلامهَلويفةرخلآاباَذعميظع)ةدئالما:
.(
َنذُأنيذَّللَنوُلتاَقيمهنَأِباوملُظَّنِإوهَّللاىَلعمهِرصن
ريدَقَل  نيذَّلااوجِرخُأنممهِرايدِريغِبقحاَّلِإنَأ
اوُلوُقيانبرهَّللاجلحا:-(
عَأوْاودمهَلاممتعَطتسانمةوُقنموطابرِليخْلا
َنوبهرتهِبودعهّللامُكودعونيِرخآونممِهِنودَلا
مهنومَلعتهّللامهمَلعي)...لافنلأا:(

َلاوْاوُلتْقتمُكسُفنَأَّنِإهّللاَناَكمُكِبرًاميح.نموْلعْفي
كلَذًاناودعًامْلُظوفوسَفهيلصنًارانَناَكوكلَذىَلع
هّللاًايرِسي)ءاسنلا:-(
نمَلتَقًاسْفنِريغِبٍسْفنوَأداسَفيفِضرَلأاامنَأَكَف
َلتَقسانلاًاعيمج)...ةدئالما:(

َلاوْاوُقْلتمُكيديَأِبىَلِإةَكُلهتلا)...ةرقبلا:(


َلاُّلحيٍملسملْنَأعوريًاملسم)هاوروبأدوادنعنبا
رمع(
نمراشَأىَلِإهيخَأةديدحِبَّنِإَفَةَكئَلامْلاهنعْلتىتح
يِهتني)هاورملسم(
نمىدرتنمٍلبجَلتَقَفهسْفنوهَفيفِرانمنهج
ىدرتياهيفادلاخادَّلخم)هجرخأيراخبلاملسمونع
كاحض(
ُلمحتيررضلاصاخْلاِعْفدلِررضلاماعْلا.
اَذِإضراعتناتدسْفميعورامهمَظعَأًاررضراِبِباَكت
امِهِّفخَأ.
نمَلمحىَلعِسانلاحَلاسلامهَفاخَأو.
Dengan memohon ridah Allah SWT,
MEMUTUSKAN
Menetapkan :  FATWA TENTANG TERORISME
Pertama : Ketentuan Umum : 
Pengertian Terorisme & Perbedaannya dengan Jihad
1. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap 
kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan 
ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya 
terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan 
kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu 
bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well 
organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan 
sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) 
yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif). 
2. Jihad mengandung dua pengertian :
a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan 
untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi 
dan menahan agresi musuh dalam segala bentuk-
nya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-qital 
atau al-harb.
b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelan-
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jutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah 
(li i’laai kalimatillah).
3. Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad
a. Terorisme: 
1) Sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhis / chaos 
(faudha). 
2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/
atau menghancurkan pihak lain.
3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.
b. Jihad:
1) Sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun 
dengan cara peperangan.
2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan / atau 
membela hak-hak pihak yang terzhalimi.
3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang 
ditentukan oleh syari’at dengan sasaran musuh 
yang sudah jelas. 
Kedua :  Hukum Melakukan Teror dan Jihad
1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan 
oleh perorangan, kelompok, maupun negara.
2. Hukum melakukan jihad adalah wajib.
Ketiga :  Bom Bunuh Diri dan ‘Amaliyah al-Istisyhad
1. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk 
kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku 
‘amaliyah al-istisyhad mempersembahkan dirinya 
sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang 
bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan 
atas ketentuan Allah sedangkan pelaku ‘amaliyah al-
Istisyhad adalah manusia yang seluruh cita-citanya 
tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah 
Subhanahu wa Ta’ala.
2. Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan 
salah satu bentuk tindakan keputusasaan (al-ya’su) 
dan mencelakakan diri sendiri (ihlak an-nafs), baik 
dilakukan di daerah damai (dar al-shulh/dar al-salam 
/dar al-da’wah) maupun di daerah perang (dar al-
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harb).
3. ‘Amaliyah al-Istisyhad (tindakan mencari kesyahidan) 
dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad bin-
nafsi yang dilakukan di daerah perang (dar al-harb) 
atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk 
menimbulkan rasa takut (irhab) dan kerugian yang 
lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan 
tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri 
sendiri. ‘Amaliyah al-Istisyhad berbeda dengan bunuh 
diri.
Ditetapkan : Jakarta: 05 Dzulhijjah 424 H
24 Januari 2004 M
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PENJELASAN FATWA MUI
TENTANG TERORISME
1. Islam mengizinkan berperang karena pihak musuh telah memerangi 
orang Islam atau menganiaya orang Islam atau telah mengusir 
orang Islam dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. 
(QS. Al-Hajj [22]: 39 – 40)
2. Islam mengharamkan bunuh diri dengan cara apapun dan dengan 
alasan apapun. Tidak ada balasan kelak di akherat kecuali neraka. 
(QS. An-Nisa [4] : 29 – 30)
3. Islam mengharamkan menghabisi nyawa seseorang. Dalam 
keadaan terpaksa boleh membunuh seseorang apabila ia telah 
membunuh orang lain atau telah membuat kerusakan di muka 
bumi yang membahayakan umat manusia. (QS. Al-Baqarah [2] 
: 195)
4. Islam mengharamkan tindakan yang bersifat menakut-nakuti orang 
muslim lainnya dengan cara apapun, seperti dengan mengacungkan 
senjata tajam. (al-Hadis No 2)
5. Tindakan terpaksa atau darurat yang bersifat khusus harus 
dihindari apabila tindakan tersebut akan membawa dampak yang 
bersifat umum (lebih luas). (Qaidah Fiqhiyah)
Memperhatikan :
Menetapkan :
Tindakan terorisme secara fisik dan psikhis 
merupakan tindak pidana hirabah karena para 
teroris telah mengangkat senjata melawan orang 
banyak (yang tidak jelas) dan menimbulkan rasa 
takut di kalangan masyarakat.
1. Islam membedakan hukum terorisme dan 
jihad, baik dari aspek pengertian, tindakan 
yang dilakukan dan tujuan yang ingin 
dicapai. (lihat diktum pertama ayat 1, 2 dan 
3)
2. Hukum melakukan teror secara qoth’i adalah 
haram baik dengan alasan apapun apalagi 
jika dilakukan di negeri damai (dar al-shulh) 
dan negara muslim seperti Indonesia.
3. Hukum melakukan jihad adalah wajib bagi 
yang mampu dengan syarat:
a. Untuk membela agama dan menahan 
agresi musuh yang menyerang terlebih 
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dahulu.
b. Tujuannya untuk menjaga kemashla-
hatan (perbaikan), menegakkan agama 
Allah dan membela hak-hak yang tera-
niaya.
c. Terikat dengan aturan hukum Islam, 
seperti musuh yang jelas, tidak boleh 
membunuh orang lansia, anak-anak, 
dsb.
4. Bom bunuh diri dengan alasan apapun tetap 
haram. Hanya boleh dilakukan jika dalam 
kondisi perang (harb) dengan sasaran musuh 
Islam yang sudah jelas.
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